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ABSTRAK 
 
RAHMATULAH SUSANTO (B111 11 042). Prinsip Non Refoulement 
dan Relevansinya dalam Hukum Internasional dan Kepentingan 
Nasional, dibimbing oleh S. M. Noor selaku Pembimbing I dan Iin 
Karita Sakharina selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran prinsip 
non refoulement dalam melindungi pengungsi, dan bagaimana aplikasi 
prinsip non refoulement jika bersinggungan dengan kepentingan nasional. 
Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana pengumpulan 
data dilakukan dengan metode wawancara terhadap beberapa pihak yang 
terkait dengan topik penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan 
penelitian kepustakaan melalui data-data yang berkaitan, konvensi-
konvensi dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. 
Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kulaitatif dan 
dipaparkan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan 
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitanya dengan 
penelitian ini. 
Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, yaitu: 
(1) Prinsip non refoulement merupakan aspek dasar hukum pengungsi 
yang melarang negara untuk mengusir atau mengembalikan seseorang ke 
negara asalnya dimana kehidupan dan kebebasannya akan terancam. 
Prinsip non refoulement merupakan aspek dasar dari hukum pengungsi 
dan telah dikembangkan menjadi norma jus cogens dan kebiasaan hukum 
internasional sehingga prinsip ini harus tetap diterapkan di suatu negara 
dimana pengungsi mencari perlindungan, walaupun negara tersebut 
bukan merupakan negara peserta peratifikasi Konvensi 1951. Jika negara 
menolak memproses pencari suaka yang masuk ke negaranya, negara 
harus benar-benar teliti dalam menentukan apakah pencari suaka yang 
masuk ke wilayahnya dapat mengganggu stabilitas keamanan dan 
ketertiban umum. (2) Mekanisme penanganan pengungsi pada suatu 
negara sangat tergantung pada cara pandang negara tersebut pada 
pengungsi. Di beberapa negara, persoalan pengungsi masih diposisikan 
dari sudut pandang imigrasi sehingga semata-mata hanya dilihat dari 
perspektif keimigrasian. Kepentingan nasional cenderung tidak sejalan 
dengan prinsip dan norma hukum internasional. Dalam praktek Hukum 
internasional, tindakan refoulement merupakan contoh tindakan tidak 
terpuji dan dapat dipandang sebagai pelanggaran prinsip-prinsip umum 
hukum internasional dan hukum Hak Asasi Manusia.  
 
Kata kunci: pengungsi, non refoulement, hukum internasional, 
kepentingan nasional 
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ABSTRACT 
 
RAHMATULAH SUSANTO (B111 11 042). Principle of Non 
Refoulement and Its Relevance to International Law and National 
Interest. Supervised by S. M. Noor and Iin Karita Sakharina. 
This research was aimed to understand how the position of non 
refoulement principle in protecting refugees, and how the application of 
non refoulement principle if it meets national interest. 
This research applying field research  which is collecting data taken by 
interview method to some stakeholders related to the study case. And also 
by library method due to the study case, such as conventions and books 
related. Afterward, resulted the concrete conception to the object that 
qualitatively presented hereinafter on the descriptive showed that is 
explained, outlined and described in accordance with the case that closely 
related to this research. 
Based on studies, the conclusion as follows (1) non refoulement principle 
is the basis of refugee law that protects refugee or asylum seeker from 
being expelled or returned to places where his life or freedom would be 
threatened on particular accounts. Non refoulement principle has been 
internationally recognized as jus cogens, so that must be implemented on 
every states, included not a party of the 1951 Convention. If a state 
refuses to procces asylum seeker because of being afraid of threaten to 
national security, the threats must be observed accurately.  (2) The 
mechanism of protecting refugee is based on how the states look into 
refugee. In many countries, cases of refugees are looked up as 
immigration problems, so that it is just looked up in immigration 
perspective. National interest is mostly opponent with international 
principles and norms. In practice, refoulement is humiliation action and 
also an unobediance to international law and human rights law.  
Keywords: refugee, non refoulement, international law, national interest 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Perkembangan revolusioner dalam teknologi transportasi dan 
komunikasi dewasa ini telah mengakibatkan gelombang besar 
perpindahan orang-orang, barang dan informasi melintasi batas dunia 
selama abad XX. Namun, tidak semua perpindahan manusia di abad XX 
dilakukan secara sukarela. Teknologi modern juga telah membuahkan 
pengembangan senjata perusak massal. Sebagai akibatnya, kekerasan 
menjadi faktor terbesar yang menyebabkan orang-orang terpaksa pergi 
meninggalkan kampung halamannya. Dua Perang Dunia dan sekitar 130 
pertikaian bersenjata sejak tahun 1945, telah membuat jutaan 
pemindahan massal dan eksodus di dunia. Abad XX pada akhirnya 
disebut juga sebagai abad homeless people. Dalam hukum internasional, 
terminologi homeless people mencakupi orang-orang yang tidak 
mempunyai kewarganegaraan, pengungsi, dan pencari suaka.1  
Tidak adanya toleransi, adanya rasialisme2, xenophobia3 (ketakutan 
pada orang asing), agresi4, ketegangan dan pertikaian nasional dan etnis 
                                                          
1
  Adijaya Yusuf. (Editorial) Jurnal Hukum Internasional, Basic Prinsiples of Refugee 
Law Volume 7  Number 4 July 2010, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hlm iii 
2
  Rasialisme adalah suatu penekanan pada ras atau pertimbangan rasial, terkadang 
merujuk pada suatu kepercayaan adanya dan pentingnya kategori asal. 
3
   Xenophobia adalah ketidaksukaan atau ketakutan terhadap orang-orang dari negara 
lain atau yang dianggap asing. 
4
   Agresi merujuk pada perilaku yang dimaksudkan untuk membuat objeknya 
mengalami bahaya atau kesakitan. 
 2 
telah meningkat di sejumlah tempat dan mempengaruhi banyak kelompok, 
khususnya pencari suaka dan pengungsi. Masalah yang lain adalah terus 
berlangsungnya pelanggaran terhadap hak asasi manusia di negara asal, 
dan adanya kebutuhan untuk mengatasi masalah pelanggaran tersebut 
sebelum pengungsi dapat dipulangkan secara sukarela. Informasi 
mengenai jumlah pengungsi di dunia, pembagian wilayah mereka, dan 
penyebab dari eksodus pada umumnya telah ada. Secara kronologis, 
informasi ini menyampaikan bahwa masalah pengungsi telah mengalami 
perubahan yang drastis dalam jumlah dan mutu selama lima dasawarsa 
terakhir.5 
Sebagai kelompok pendatang yang paling rentan, pengungsi 
seringkali menjadi sasaran utama kebencian rasial. Perdebatan politik 
pada beberapa negara cenderung mengaburkan semua masalah yang 
berhubungan dengan pendatang asing. Pencari suaka, pengungsi, 
pekerja migran, imigran dan pekerja musiman seringkali disatukan 
sebagai pendatang asing. Pola imigrasi lebih kompleks dan ekstrim. 
Kompleks karena merupakan gabungan antara migrasi disebabkan motif 
ekonomi, sungguh-sungguh memang mereka pengungsi atau migrasi 
karena sebab lainnya. Negara-negara dihadapkan pada tugas yang sulit 
dalam memisahkan bermacam-macam kelompok imigran tersebut dan 
                                                          
5
   Hak Asasi Manusia dan Pengungsi, Lembar Fakta No. 20, Kampanye Dunia untuk 
Hak Asasi Manusia 
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bagaimana memperlakukan pengungsi sejati secara tepat melalui cara 
yang mapan dan prosedur yang adil terhadap pencari suaka.6  
Pengungsi yang meninggalkan tempat asalnya disebabkan oleh 
berbagai macam faktor yang biasanya karena hal-hal yang dapat 
membahayakan nyawa pengungsi tersebut  apabila masih menetap di 
wilayah asalnya seperti perang atau penganiayaan atau penyiksaan. 
Mereka tidak mendapatkan atau tidak mau menerima perlindungan dari 
negaranya sendiri, bahkan seringkali pemerintahnya sendiri mengancam 
akan menganiaya mereka. Hal tersebut sama dengan memberikan 
keputusan mati bagi mereka, hidup sengsara di dalam bayangan 
kehidupan tanpa adanya sarana hidup dan tanpa adanya hak bagi 
mereka.7  
Pada dasarnya, setiap negara memiliki tanggung jawab untuk 
melindungi orang-orang yang berada di wilayahnya, baik warga 
negaranya maupun orang asing yang sedang berada di wilayah 
kedaulatannya, termasuk bagi mereka yang mencari perlindungan dengan 
status pengungsi atau pencari suaka. Bentuk perlindungan tersebut salah 
satunya adalah perlindungan hukum dimana negara tersebut 
                                                          
6
  Wagiman. 2012. Hukum Pengungsi Internasional, Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 48 
7
   Kadaruddin. 2010. (Skripsi) Hubungan Pengungsi dan Prinsip Non-Refoulement 
(Suatu Kajian Hukum Pengungsi Internasional. Makassar: Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin 
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berkewajiban untuk memenuhi hak-hak hukum yang melekat pada subyek 
hukum individu tersebut. 8 
Kewajiban negara asal yang tidak mampu lagi melindungi hak-hak 
dasar warga negaranya ataupun negara lain yang menolak kedatangan 
pengungsi akan diambil alih oleh masyarakat internasional. Masyarakat 
internasional melakukan upaya-upaya yang diperlukan guna menjamin 
dan memastikan bahwa hak-hak dasar seseorang tetap dilindungi dan 
dihormati. Pada status perlindungan internasional tersebut, seseorang 
yang dalam kapasitas sebagai pengungsi atau pencari suaka, wajib 
mendapat proteksi atas hak-hak dasarnya sebagai manusia. Perlindungan 
hak asasi merupakan hak pokok dalam penanganan mereka. Hal itu 
menjadi bagian dari kewajiban dari masyarakat internasional, pada sisi 
lain juga menjadi kewajiban nasional suatu negara.9 
Apabila merujuk pada kasus-kasus konkret umumnya pengungsi 
atau pencari suaka tidak mungkin memiliki dokumen lengkap perjalanan, 
sebab tidak mungkin mereka dalam keadaan terpaksa meninggalkan 
negaranya terlebih dahulu mengurus visa, paspor, atau surat-surat 
lainnya. Para pengungsi umumnya tidak dibekali dengan dokumen 
perjalanan, sehingga banyak diantara mereka mengalami perlakuan 
sewenang-wenang di negara tujuan mereka. Perlakuan yang umum terjadi 
                                                          
8
  Yanuarda Yudo Persian. Pengaturan Dalam Hukum Internasional Mengenai 
Pemgungsi Akibat Perubahan Iklim yang Melintasi Batas Internasional 
(Environmental Refugees). Hlm 10 
9
  Wagiman. Op Cit., Hlm 56 
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terhadap para pengungsi adalah penyiksaan, perkosaan, diskriminasi, dan 
juga pemulangan secara paksa.10  
Di benua Eropa, benua yang didengung-dengungkan sebagai 
tempat negara-negara beradab, tidak jarang ditemukan ada negara yang 
memperlakukan atau membuat pembauran antara pengungsi dan imigran 
gelap. Di Perancis misalnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan yakni 
menyapu bersih semua pendatang dari kota Calais, kota yang dianggap 
penuh masalah dengan para pendatang gelap. Polisi membongkar kamp-
kamp dan mencegah para pendatang mendirikan tenda, bahkan mereka 
mengambil selimut atau benda-benda lainya lalu membuangnya tanpa 
melihat dan mencari tahu terlebih dahulu bahwa diantara para pendatang 
yang diusir juga terdapat pencari suaka dan mereka berhak menunggu 
keputusan atas permohonan suaka mereka di Perancis.11 
Di Yunani, UNHCR menyebutkan bahwa sistem suaka di Yunani 
tidaklah adil. Orang Irak yang memohon suaka di Yunani hampir tidak 
pernah mendapat izin tinggal. Hal ini berbeda di Finlandia dan Swedia 
dimana sebagian besar orang Irak mendapat izin tinggal.12 
Di regional Asia, kasus muslim Rohingya yang terpaksa harus 
meninggalkan negaranya Myanmar, merupakan salah satu kasus 
pengungsi yang memprihatinkan. Kesedihan mereka tidak sekedar 
meninggalkan tanah kelahirannya saja, melainkan harus mendapatkan 
                                                          
10
  Iin Karita Sakharina. 2013. Pengungsi dan HAM. Jurnal Hukum Internasional 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Volume I Nomor 2, November 2013. Hlm 
198 
11
   Wagiman. Op Cit., Hlm 143 
12
   Ibid., Hlm 144 
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perlakuan kasar dan pemulangan secara paksa oleh pemerintah Thailand 
ketika mereka be rusaha mencari perlindungan. Mereka mengaku 
mengungsi karena dipaksa menjadi penganut Buddha, jika tidak dilakukan 
maka konsekuensinya adalah jari mereka akan dipotong oleh rezim militer 
Myanmar.13 
Berbeda dengan sikap Thailand yang menolak dan mengusir 
pengungsi Rohingya, pihak Pemerintah Indonesia justru menerima dan 
menampung sementara pengungsi tersebut berdasarkan alasan 
kemanusiaan, meskipun kondisi dalam negeri Indonesia sendiri tak terlalu 
kondusif. Sikap dan tindakan Thailand melakukan pengusiran jelas 
memperlihatkan tindakan tidak manusiawi. Bahkan berita terakhir 
menyebutkan bahwa Pemerintah Thailand telah mengirim pulang secara 
paksa sekitar 1.300 pengungsi muslim Rohingya ke negara asal mereka, 
Myanmar.14  
Tindakan suatu negara menolak pengungsi atau bahkan 
memulangkan kembali mereka secara paksa merupakan tindakan yang 
bertentangan dengan hukum internasional. Hal ini juga merupakan 
tindakan pengingkaran akan komitmen masyarakat internasional untuk 
memberikan kontribusi terhadap penyelesaian permasalahan yang terkait 
dengan pengungsi, yang telah dibuktikan dengan ditandatanganinya 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Status Pengungsi 
                                                          
13
   Kasus Muslim Rohingya. http://radhitisme.blogspot.com/2009/02/kasus-muslim-
rohingya.html (diakses pada rabu, 19 Maret 2014 pukul 12.36 wita) 
14
  Thailand Telah Deportasi 1300 Pengungsi Rohingya. SINDOnews.com (diakses 
pada rabu, 19 Maret 2014 pukul 15:07 wita) 
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“Convention Relating to the Status of Refugees 1951” (yang selanjutnya 
penulis singkat dengan kata Konvensi 1951) di Jenewa, Swiss oleh 
beberapa negara pada tanggal 2 sampai dengan 25 Juli 1951. 
Tindakan yang dilakukan oleh suatu negara mengusir pengungsi 
adalah tindakan nyata akan pelanggaran hukum internasional yang 
melarang mengirim kembali pengungsi dan pencari suaka ke tempat 
dimana mereka dapat menghadapi bahaya dan penganiayaan. Prinsip ini  
umumnya disebut sebagai prinsip non refoulement yang tersurat jelas 
dalam Pasal 32 dan 33 Konvensi 1951. Makna utama dari prinsip non 
refoulement adalah tidak boleh ada negara yang mengembalikan atau 
mengirim pengungsi atau pencari suaka ke suatu wilayah tempat 
kehidupan dan keselamatan pengungsi atau pencari suaka tersebut 
terancam.15 
Prinsip non refoulement merupakan tulang punggung perlindungan 
internasional bagi pengungsi dan pencari suaka yang dilembagakan 
dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. 
Keberadaan prinsip non refoulement  dalam kerangka hukum 
perlindungan pengungsi dan pencari suaka kiranya juga sangat relevan 
bagi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam konteks yang lebih 
luas.16 
Prinsip non refoulement telah menjadi prinsip umum hukum 
internasional, sehingga baik negara peserta (pihak) konvensi 1951 
                                                          
15
  Sigit Riyanto, 2010. Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem 
Hukum Internasional, Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 3, Oktober 2010. Hlm 435 
16
   Ibid., Hlm 434 
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maupun non-peserta (non-pihak) wajib menerima siapa saja yang masuk 
kedalam wilayah kedaulatannya. Konklusinya jelas bahwa negara tidak 
bisa melepaskan tanggung jawabnya begitu saja untuk memberi 
perlindungan kepada pengungsi dan pencari suaka. Prinsip tersebut 
dibangun atas dasar ketidakberpihakan serta tanpa diskriminasi. Bantuan 
kemanusiaan terhadap pengungsi tidak boleh dialihkan dengan alasan-
alasan politis atau kemiliteran dan yang pertama memiliki kewenangan 
terkait dengan prinsip non refoulement adalah negara penerima.17 
Perbedaan beberapa negara dalam menangani pengungsi yang 
masuk ke wilayah kedaulatan masing-masing menunjukkan bahwa 
kepentingan nasional berperan dalam pengambilan sikap dan kebijakan 
suatu negara. Kepentingan nasional ini terkadang bersinggungan dan 
tidak sejalan dengan prinsip atau nilai hukum internasional, salah satunya 
ialah prinsip non refoulement. Hal ini karena adanya pandangan yang 
yang menganggap bahwa ada dan berlakunya hukum internasional ini 
dilepas dari kemauan negara.18 
Prinsip non refoulement  sering dikesampingkan bahkan tidak 
diakui ataupun ditaati oleh suatu negara atas dasar kepentingan nasional 
yang tidak menghendaki. Namun disisi lain, prinsip ini telah menjadi suatu 
kebiasaan internasional yang membawa konsekuensi bahwa negara baik 
secara sendiri-sendiri maupun kolektif tidak boleh melanggar prinsip 
                                                          
17
   Titik Juniarti Ismaniar, dkk. Penerapan Prinsip “Non-Refoulement” Terhadap 
Pengungsi dalam Negara yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Mengenai 
Status Pengungsi Tahun 1951. Hlm 4 
18
  Mochtar kusumaatmaja. 1977. Pengantar Hukum Internasional cetakan kedua . 
Bandung: Putra Abardin. Hlm 39 
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tersebut karena prinsip non refoulement merupakan ketentuan hukum 
internasional yang telah diakui dan diterima oleh masyarakat 
internasional.19 
Berdasarkan fakta-fakta dan opini-opini yang ada diatas, penulis 
tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian terkait masalah ini 
dengan judul “Prinsip Non refoulement dan Relevansinya dalam 
Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan judul yang akan diteliti maka 
penulis memfokuskan pembahasan pada rumusan masalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana peran prinsip non refoulement  dalam dalam 
melindungi pengungsi ? 
2. Bagaimana aplikasi prinsip non refoulement jika bersinggungan 
dengan kepentingan nasional ? 
 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 
Adapun tujuan Penulis membahas Prinsip Non refoulement dan 
Relevansinya dalam Hukum Internasional dan Kebijakan Nasional adalah: 
1. Untuk mengetahui dan memahami peran prinsip non 
refoulement  dalam dalam melindungi pengungsi. 
                                                          
19
   Sigit Riyanto, Loc Cit., Hlm 445 
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2. Untuk mengetahui dan memahami sejauh mana pengaplikasian 
prinsip non refoulement jika bersinggungan dengan 
kepentingan nasional. 
Adapun manfaat yang diharapkan Penulis dari tulisan ini adalah : 
1. Agar hasil penulisan ini memberikan sumbangan teoretis bagi 
perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini 
perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum Internasional, 
khususnya Hukum Pengungsi; 
2. Agar hasil penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan 
bagi para akademisi dan kalangan yang berminat dalam bidang 
kajian yang sama terlebih lagi buat pribadi penulis; 
3. Agar hasil penulisan ini menjadi sumbangsih dalam rangka 
pembinaan hukum nasional dan juga menjadi pertimbangan 
buat Law Enformance dalam rangka menegakan hukum; 
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BAB  II 
TINJAUAN  PUSTAKA 
 
A. Prinsip Non refoulement 
A.1 Definisi dan Konsep Prinsip Non refoulement 
Prinsip non refoulement merupakan prinsip dan konsep 
fundamental dalam sistem perlindungan internasional bagi para pengungsi 
dan pencari suaka. Makna utama dari prinsip non refoulement adalah 
tidak boleh ada negara yang mengembalikan atau mengirim pengungsi 
atau pencari suaka ke suatu wilayah tempat kehidupan dan keselamatan 
pengungsi atau pencari suaka tersebut terancam.20 
Non refoulement harus dibedakan dengan pengusiran (expulsion) 
atau deportasi (deportation). Pengusiran atau deportasi terjadi ketika 
warga negara asing dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan yang 
bertentangan dengan kepentingan negara setempat, atau merupakan 
                                                          
20
  Ibid.,. Hlm 435 
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tersangka perbuatan pidana di suatu negara dan melarikan diri dari proses 
peradilan.21  
Pada awal pertengahan abad ke-19, konsep suaka dan prinsip 
„non-extradition‟ hanya sebatas pelanggaran politik. Setidaknya teercatat 
setelah Perang Dunia Pertama, praktik internasional mulai menerima 
gagasan „non-return‟. Baru tahun 1933, terdapat referensi pertama prinsip 
pengungsi (internasional) yang menyebutkan „should not be returned to 
their country of origin’ dalam instrumen internasional.22 
Prinsip ini menjadi fundamental terlebih sejak dilembagakan pada 
Konvensi 1951. Pasal 32 dan 33 konvensi 1951 menjelasakan bahwa 
Pasal 32 
         Pengusiran 
1. Para Negara Peserta tidak dapat mengeluarkan seorang 
pengungsi yang secara sah berdiam di dalam wilayah mereka 
kecuali atas alasan-alasan keamanan nasional atau ketertiban 
umum. 
2. Pengusiran seorang pengungsi tersebut hanya akan dilakukan 
menurut keputusan yang dicapai sesuai dengan proses hukum 
yang semestinya. Kecuali alasan-alasan keamanan nasional 
yang memaksa meminta sebaliknya, pengungsi itu hams 
diperkenankan menyampaikan bukti untuk menjelaskan dirinya 
dan permohonan naik banding serta diwakili untuk diajukan di 
hadapan penguasa yang berwenang, atau seorang atau orang-
orang yang secara khusus ditunjuk oleh penguasa yang 
berwenang. 
3. Para Negara Peserta akan memberikan kepada seorang 
pengungsi tersebut suatu jangka waktu yang layak yang selama 
itu untuk mencari izin masuk yang sah ke negara yang lain. 
Para Negara Peserta akan menyediakan hak untuk 
memberlakukan selama jangka waktu tersebut, upaya-upaya 
internal seperti yang mereka mungkin anggap perlu. 
Pasal 33 
                                                          
21
   Ibid., Hlm 435-436 
22
   Program Doktor Ilmu Hukum: Evolusi Prinsip Non-Refoulement 
http://programdoktorhukum.blogspot.com/2013/12/evolusi-prinsip-non-refoulement-
1.html (diakses pada kamis, 25 September 2014 pukul 10.26 wita)  
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Larangan pengusiran atau pengembalian. ('refoulement') 
1. Tidak satu pun Negara Peserta dapat mengeluarkan atau 
mengembalikan seorang pengungsi dalam cara apa pun ke 
perbatasan wilayah apabila kehidupan atau kebebasannya 
terancam karena alasan rasnya, agamanya, 
kewarganegaraannya, keanggotaannya pada suatu kelompok 
sosial tertentu atau pendapat politik tertentu. 
2. Kemanfaatan ketentuan ini, bagaimanapun juga, tidak dapat 
dituntut oleh seorang pengungsi di mana terdapat alasan-alasan 
yang pantas untuk menganggap sebagai bahaya keamanan dari 
negara di mana dia dihukum, atau sedang dihukum dengan 
putusan terakhir mengenai suatu kejahatan berat terutama 
sekali, yang merupakan bahaya terhadap masyarakat negara 
yang bersangkutan. 
Prinsip non refoulement berasal dari kata bahasa Perancis yaitu 
refouler  yang berarti mengembalikan atau mengirim balik (to drive 
back).23 Prinsip non refoulement ini tidak hanya terdapat pada Konvensi 
1951, namun juga tercantum secara implisit maupun eksplisit pada Pasal 
3 Konvensi Anti Penyiksaan (Convention Against Torture), Pasal 45 
paragraf 4 Konvensi Jenewa IV (Fourth Geneva Convention) tahun 1949, 
Pasal 13 pada Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik 
(International Covenant on Civil and Political Rights) 1966, dan instrumen-
instrumen HAM lainnya.24  
Prinsip non refoulement muncul dari pengalaman dan sejarah 
internasional ketika terjadinya kegagalan negara-negara selama Perang 
Dunia II untuk menyediakan tempat yang aman untuk pengungsi yang 
                                                          
23
  Sigit Riyanto, Op cit., Hlm 435 
24
  Iin Karita Sakharina. Loc Cit.,. Hlm 201 
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melarikan diri genosida tertentu yang pada saat itu dilaksanakan oleh 
rezim Nazi.25 
Dalam perkembangannya, prinsip non refoulement tidak hanya 
bersifat  mengikat  bagi  Negara  pihak  Konvensi  1951  saja, namun telah 
menjadi jus cogens. 26  Sebagai contohnya kewajiban negara untuk 
menghormati kedaulatan territorial sesama negara,kewajiban setiao 
negara menghormati hak-hak asasi manusia, kewajiban negara untuk 
tidak melakukan tindakan agresi terhadap negar lain, dan lain 
sebagainya. 27  Hal ini berarti negara yang belum meratifikasi Konvensi 
1951 juga harus tunduk pada prinsip ini.  
Masyarakat internasional mengenal dua macam karakter norma 
hukum yang berlaku, yakni Jus Dispositivum 28  dan Jus Cogens. Jus 
Cogens diketegorikan sebagai norma hukum yang lebih tinggi 
kedudukannya dari norma Jus Dispositivum. Negara sebagai masyarakat 
internasional, dengan alasan apapun tidak dapat menyimpangi norma 
hukum internasional yang memiliki karakter sebagai Jus Cogens. Jus 
                                                          
25
   Non-refoulement principles in the international legal system 
http://burgerawa.wordpress.com/2012/06/17/non-refoulement-principles-in-the-
international-legal-system/ (diakses pada kamis, 25 September  2014 pukul 10.20 
wita) 
26
   Menurut Pasal 53 Konvensi Wina 1969, Jus Cogens adalah norma yang diterima dan 
diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai norma yang tidak 
boleh dikesampingkan dan yang hanya dapat diubah oleh kaidah hukum 
internasional yang muncul kemudian yang memiliki karakter yang sama. 
 Jus cogens sering juga disebut norma pemaksa 
27
   I Wayan Parthiana. 2005. Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2. Bandung: 
Mandar maju. Hlm 479 
28
   Jus Dispositivum adalah norma hukum internasional dimana negara sebagai anggota 
masyarakat internasional berdasarkan situasi dan syarat-syarat tertentu 
dimungkinkan untuk menyimpangi atau melakukan modifikasi terhadap ketentuan-
ketentuan hukum tersebut 
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Cogens dianggap sebagai norma yang esensial bagi sistem hukum 
internasional, sehingga pelanggaran terhadap norma yang esensial 
sifatnya ini dapat mengancam kelangsungan sistem hukum internasional 
yang berlaku dalam masayarakat internasional.29 
Dengan mempertimbangkan bahwa non refoulement memiliki 
karakter sebagai jus cogens, membawa konsekuensi bahwa negara baik 
secara sendiri-sendiri maupun kolektif tidak boleh melanggar prinsip 
tersebut karena prinsip non refoulement merupakan ketentuan hukum 
internasional yang telah diakui dan diterima oleh masyarakat 
internasional.30 
Dukungan dan kepatuhan terhadap prinsip non refoulement oleh 
negara-negara dan organisasi internasional yang relevan telah 
menegaskan arti penting prinsip ini dalam sistem hukum internasional 
pada umumnya.31 Sifat non-derogable32 larangan pengusiran yang juga 
ditegaskan kembali oleh Pasal VII ayat (1) Protokol 1967 bahkan lebih 
jauh ditetapkan bahwa prinsip non refoulement merupakan kemajuan 
peremptory norm33  dalam hukum internasional.34 
                                                          
29
   Sigit Riyanto. Op Cit., Hlm 442 
30
   Ibid., Hlm 445 
31
   Ibid., Hlm 436 
32
   non-derogable merujuk pada hal yang tidak boleh dikurangi baik dalam keadaan 
damai maupun dalam sengketa bersenjata (menurut Kamus Hukum Indonesia 
Internasional karangan Dzulkifli Umar  dan Utsman Handoyo) 
33
   Istilah lain untuk Jus Cogens 
34
  Kadarudin. 2012. (Thesis) Penerapan Prinsip Non Refoulement oleh Indonesia 
Sebagai Negara Transit Pengungsi Internasional. Makassar: Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin 
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Prinsip non refoulement hanya berlaku bagi pengungsi dan pencari 
suaka. Suaka adalah penganugerahan perlindungan dalam wilayah suatu 
negara kepada orang-orang dari negara lain yang datang ke negara 
bersangkutan karena menghindari pengejaran atau bahaya besar. Pada 
draft yang dibuat UNHCR, suaka diartikan sebagai pengakuan secara 
resmi  oleh negara bahwa seseorang adalah pengungsi dan memilki hak 
dan kewajiban tertentu.35 
Dasar hukum permohonan suaka berdalih adanya rasa takut atau 
ancaman terhadap keselamatan diri dari penganiayaan/penyiksaan. 
Apabila membandingkan dengan batasan/definisi pengungsi, alasan 
tambahan dari permohnan suaka ialah adanya cukup alasan/ bukti bahwa 
yang bersangkutan terancam keselamatannya karena suatu alasan yang 
telah ditentukan oleh hukum internasional. Alasan tersebut mencakup 
sebab-sebab yang bersifat rasial, agama, kebangsaan, keanggotaannya 
dalam suatu kelompok sosial atau kelompok politik. Disamping itu, yang 
bersangkutan tidak mendapat jaminan ataupun perlindungan yang 
seharusnya di negaranya.36  
Penetapan seseorang menjadi pengungsi sebenarnya merupakan 
proses yang terjadi dalam dua tahap, yaitu tahap penemuan atau 
penetapan yang menentukan bahwa dari fakta yang ada memang orang 
tersebut adalah pengungsi dan tahap dimana fakta duhubungkan dengan 
persyaratan-persyaratan dalam konvensi 1951 dan Protokol 1967 Setelah 
                                                          
35
   Wagiman.2012. Pengantar Hukum Pengungsi Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.  
Hlm 92 
36
   Ibid., Hlm 93 
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itu, dihubungkan apakah yang bersangkutan memang merupakan 
pengungsi atau tidak.37 
 
A.2 Pengecualian Prinsip Non refoulement 
Penerapan prinsip non refoulement tidaklah bersifat mutlak atau 
absolute kepada pengungsi atau pencari suaka. Di dalam sistem hukum 
pengungsi dimungkinkan adanya tindakan pengecualian dimana seorang 
pengungsi dan pencari suaka tidak mendapatkan perlindungan 
internasional karena alasan-alasan tertentu. Klausula pengecualian 
(exclusion clause) dalam hukum yang membatalkan pemberian 
perlindungan internasional kepada orang-orang yang pada kenyataanya 
dapat memenuhi kriteria tentang status pengungsi tetapi ternyata 
pengungsi atau pencari suaka tersebut mempunyai kualifikasi tertentu 
yang membuatnya tidak layak mendapatkan perlindungan internasional.38 
Pengaturan mengenai pengungsi internasional di Jerman pada 
tahun 1936 dan tahun 1938 memuat pembatasan pengaturan mengenai 
hal „expulsion‟ atau „return’ (pengembalian/ pemulangan). Aturan tersebut  
membolehkan atau mengijinkan para negara pihak dalam perjanjian untuk 
melakukan expulsion‟ atau „return’ hanya dengan pertimbangan atau 
alasan „for reasons of national security atau public order‟. Pada era ini, 
skala internasional lebih fokus pada pengembangan pengaturan 
                                                          
37
   Aryuni Yuliantiningsih. 2013. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 1 Januari 2013 
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Perlindungan Pengungsi dalam 
Perspektif Hukum internasional dan Hukum Islam (Studi Terhadap Kasus Manusia 
Perahu Rohingya). Hlm 163 
38
   Sigit Riyanto. Loc Cit., Hlm. 445 
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administratif untuk memfasilitasi resettlement (perpindahan) dan relieve 
(bantuan) pada pemohon suaka. Kebutuhan terhadap prinsip-prinsip 
perlindungan bagi pengungsi mulai muncul. Namun demikian 
pengaturannya masih terbatas. Instrumen-instrumen yang mengaturnya 
masih mengaturnya secara samar atau kurang tegas.39 
Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Konvensi 1951 mengatur bahwa 
penerapan prinsip non refoulement tidak berlaku bila pengungsi tersebut 
keberadaannya mengancam keamanan nasional atau mengganggu 
ketertiban umum di negara tempat ia mencari perlindungan.40  Menurut 
Pasal 33 ayat (2) Konvensi 1951, larangan memaksa pengungsi kembali 
ke negara dimana ia mungkin mengalami persekusi tidak diterapkan 
kepada pengungsi yang mengancam keamanan negara, atau ia telah 
mendapatkan putusan akhir dari hakim atas kejahatan serius yang telah ia 
perbuat, serta membahayakan masyarakat negara setempat. Namun, 
ketentuan ini hanya berlaku untuk pengecualian yang sangat mendesak. 
Hal tersebut bermakna, apabila pengecualian tersebut akan diterapkan, 
maka harus dibuktikan bahwa terdapat hubungan langsung antara 
keberadaan pengungsi di suatu negara dengan keamanan nasional 
negara itu yang terancam.41 
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   Program Doktor Ilmu Hukum: Evolusi Prinsip Non-Refoulement 
   http://programdoktorhukum.blogspot.com/2013/12/evolusi-prinsip-non-refoulement-
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   Lihat lengkap di Convention Relating to the Status of Refugees 1951 
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   Kadaruddin. Loc Cit., 
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Pada dasarnya penafsiran tentang ancaman bagi keamanan 
nasional merupakan kewenangan otoritas negara setempat sebagai 
pemegang kedaulatan. Namun demikian, penilian tentang adanya 
ancaman bagi keamanan nasional oleh negara setempat karena 
kehadiran pengungsi dilakukan secara kasus per-kasus dan harus 
didasari oleh itikad baik (good faith). Meskipun pada dasarnya penafsiran 
tentang ancaman bagi keamanan nasional merupakan otoritas negara 
setempat sebagai pemegang kedaulatan.42 
Pengusiran pengungsi hanya akan dilakukan sebagai pelaksanaan 
suatu keputusan yang dicapai sesuai dengan proses hukum yang 
semestinya. Kecuali apabila alasan-alasan keamanan nasional yang 
bersifat memaksa mengharuskan lain, pengungsi itu akan diizinkan 
menyampaikan bukti untuk membersihkan dirinya serta mengajukan 
banding kepada instansi yang berwenang. Pengecualian penerapan non 
refoulement mensyaratkan adanya unsur ancaman terhadap keamanan 
negara dan gangguan terhadap ketertiban umum di negara setempat. 43 
Dalam arti sempit, ancaman dapat bersifat terencana ataupun 
residual. Ancaman terencana dapat berupa subversi, yakni 
menggulingkan pemerintahan sah yang sedang berkuasa, maupun 
pemberontakan dalam negeri serta infiltrasi (penyusupan), subversi, 
sabotase (pengerusakan) dan invasi (penyerbuan ke wilayah Negara lain). 
Ancaman residual adalah berbagai keadaan dalam masyarakat yang 
                                                          
42
   Sigit Riyanto. Loc cit., Hlm 447 
43
  Kadarudin. Op Cit. 
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merupakan kerawanan ekonomi, sosial dan politik yang apabila tidak 
ditangani secara tuntas pada waktunya, akan memicu kerusuhan yang 
dapat dipergunakan oleh unsur-unsur subversi atau pemberontak untuk 
kepentingannya. 44 
Secara umum, negara-negara di dunia menegecualikan prinsip non 
refoulement dengan berasumsikan pada konvensi 1951. Selain pada 
Pasal 33 ayat (2), hal terkait pengecualian juga terdapat pada Pasal 1F 
Konvensi 1951 bahwa pengungsi yang telah melakukan suatu kejahatan 
terhadap perdamaian, suatu kejahatan perang, atau suatu kejahatan 
kemanusiaan, seperti yang didefinisikan dalam instrumen-instrumen 
internasional yang disusun untuk membuat peraturan mengenai 
kejahatan-kejahatan tersebut, selain itu pengecualian dilakukan pada 
pengungsi yang telah melakukan suatu kejahatan non-politik yang 
berbahaya di luar negara pengungsian sebelum masuknya dia ke negara 
tersebut sebagai pengungsi, ataupun mereka telah bersalah karena 
melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan 
dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.45 
Disamping itu, terdapat pula kelompok yang tidak mendapat 
perlindungan internasional atau layak disangsikan jika mereka berstatus 
pengungsi. Menurut I Wayan Parthiana, mereka adalah46 
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   I Wayan Pathiana. Refugee and Extradition: Could a Refugee be Extradited?. Jurnal 
Hukum Internasional, Basic Prinsiples of Refugee Law Volume 7  Number 4 July 
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In general, they are the people who belong to one or more of the 
groups below : 
1. Military personnel from one or both parties who are at war 
2. Militia members who support one of the parties at war 
3. People who are members of a terrorist group 
4. People who have status as a prisoner of one or both 
countries at war and will be or are currently under his 
punishment in one of both parties at war or in a third country. 
5. The persons suspected of commiting one of four crimes that 
are subject to the criminal jurisdiction of the Internasional 
Criminal Court, namely the crime of genocide, crimes against 
humanity, war crimes, and crimes agains aggression (article 
5 paragraph 1 of the Rome Statue in 1998) 
Namun berbeda dengan Konvensi 1951 yang memungkinkan 
adanya pengecualian terhadap prinsip non refoulement, Konvensi 
Organisasi Persatuan Afrika 1969 (Organization of African Unity 
Convention Governing the Spesific Aspects of Refugees) sama sekali 
tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dapat digunakan untuk 
menyimpangi penerapan prinisip non refoulement  ini.47 
 
B. Instrumen-instrumen Hukum 
Untuk menjamin hak-hak pengungsi dapat berjalan dengan baik, 
serta agar mereka tetap mendapat perlindungan,  maka dibuat beberapa 
instrumen hukum yang mengatur tentang pengungsi yaitu : 
I. Konvensi Tentang Status Pengungsi 1951 (Convention Relating 
to the Status of Refugees 1951) dan Protokol Tentang Status 
Pengungsi 1967 (Protocol Relating to the Status of Refugees 
1967). Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tersebut mengandung 
tiga ketentuan yaitu : 
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1. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan definisi siapa 
saja yang tidak termasuk dalam pengertian pengungsi. 
2. Ketentuan yang mengatur tentang status hukum pengungsi 
termasuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengungsi di 
negara dimana mereka menetap. 
3. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penerapan instrumen 
pengungsi baik dari sudut prosedur administratif maupun 
diplomatik. 
II. Instrumen-instrumen pendukung : 
1. The Convention Relating to the Status of Stateless Persons 
1954. Konvensi ini mengatur tentang orang-orang yang tidak 
memiliki warga negara. 
2. The Convention on the Reduction of Statlessness 1961. 
Konvensi ini mengatur tentang pengurangan terhadap 
jumlah orang-orang yang tidak memiliki warga negara pihak 
dengan memberikan status kewarganegaraan terhadap 
anak-anak mereka yang lahir di negara itu. 
3. The Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of 
Civillian Persons in Time of War 1949. Konvensi ini 
mengatur tentang perlindungan terhadap penduduk sipil 
pada waktu perang. 
4. The 1967 United Nations Declaration on Territorial Asylum 
1967. Konvensi ini bertujuan untuk memelihara perdamaian 
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dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan 
persahabatan antar bangsa-bangsa dan untuk 
menyelesaikan masalah-masalah internasional dalam bidang 
ekonomi, sosial, budaya atau yang bersifat kemanusiaan. 
III. Instrumen-instrumen regional 
1. Afrika 
Pertumbuhan jumlah pengungsi yang melarikan diri 
dari perang dan pertikaian di dalam negeri di Afrika, yang 
dimulai pada 1950, menyebabkan ditetapkannya suatu 
perjanjian yang umumnya dianggap sebagai suatu perjanjian 
regional paling komprehensif dan signifikan sehubungan 
dengan masalah pengungsi. Pada 10 September 1969, 
Organization of African United (OAU), menetapkan Konvensi 
OAU yang mengatur aspek-aspek tertentu pada masalah 
pengungsi di Afrika. Selain itu terdapat The African Charter 
on Human and People’ Rights 1981. 
2. Eropa 
Dewan Eropa telah menetapkan sejumlah instrumen 
tentang pengungsi. Beberapa di antaranya yang paling 
penting adalah : 48 
a) Persetujuan Eropa tentang Penghapusan Visa bagi 
Pengungsi 1959. 
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b) Resolusi 14 Tahun 1967 tentang Suaka Bagi Seseorang 
Dalam Bahaya Pengejaran. 
c) Persetujuan Eropa tentang Pengalihan Tanggung Jawab 
Bagi Pengungsi 1980. 
d) Rekomendasi tentang Harmonisasi Prosedur Nasional 
Sehubungan Dengan Suaka 1981.  
e) Rekomendasi tentang Perlindungan Bagi Orang-Orang 
yang Memenuhi Kriteria Konvensi Jenewa yang Secara 
Resmi Bukan Pengungsi 1984. 
f) Konvensi Dublin 1990 yang mencantumkan kriteria untuk 
menentukan negara anggota mana yang bertanggung 
jawab untuk mempelajari permintaan suaka, ketika 
peminta suaka menyampaikan permohonan suaka 
kepada satu negara anggota atau lebih.  
3. Amerika 
a) Perjanjian Montevideo tentang Hukum Pidana 
Internasional 1889 
b) Konvensi Caracas tentang Wilayah Suaka 1954 
c) American Convention on Human Right 1969 
d) Deklarasi Cartagena tentang Pengungsi 1984. Konvensi 
ini mencantumkan landasan hukum bagi perlakuan 
terhadap pengungsi dari Amerika Tengah, termasuk 
prinsip tidak memulangkan (non refoulement), perlunya 
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mempersatukan pengungsi, dan melakukan usaha-uasha 
untuk membasmi penyebab persoalan pengungsi.49 
 
C.     Kepentingan Nasional 
C.1 Definisi Kepentingan Nasional 
Determinan utama yang menggerakkan negara-negara dalam 
menjalankan hubungan internasional adalah kepentingan nasionalnya. 
Kepentingan nasional (national interest) adalah konsep yang tidak jelas 
dan paling sering diperdebatkan karena tidak termasuk dalam teori 
manapun. Kepentingan nasional yang utama dari setiap negara 
sebenarnya adalah sama, yaitu untuk tetap bisa mempertahankan 
eksistensi atau tetap survive. 50 
Awal mulanya istilah “kepentingan nasional” (national interest) 
mengacu pada bahasa Perancis raison d’Etat, atau dalam bahasa Inggris, 
reason of the state, yang secara sederhana diartikan sebagai alasan-
alasan utama eksistensi suatu negara. Pengertiannya tidak berhenti disitu, 
akan tetapi tersirat di dalamnya apa tujuan yang akan dicapai oleh negara 
tersebut serta ambisi-ambisi yang terkandung di dalamnya, apakah 
mengenai ekonomi, militer, budaya dan sebagainya.51 
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Beberapa ahli merumuskan kepentingan nasional, antara lain 52: 
1. Paul Seabury  
Paul Seabury mendefenisikan kepentingan nasional 
secara normatif dan deskriptif. Secara deskriptif kepentingan 
nasional adalah tujuan yang harus dicapai oleh suatu bangsa 
secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah. Sedang secara 
normatif kepentingan nasional adalah kumpulan cita-cita suatu 
bangsa yang berusaha dicapainya dengan berhubungan 
dengan Negara lain. 
2. Hans J Morgenthau 
Hans J Morgenthau menyebut kepentingan nasional 
sebagai power ( pengaruh, kekuasaan dan kekuatan). 
3. Morgenthau Joseph Frankel ( 1970 ) 
Morgenthau Joseph Frankel menekankan kepentingan 
nasional pada kepentingan moral, religi dan kepentingan 
manusia lainnya. 
4. George F. Kennan (1951) 
George F. Kennan memahami makna konsep 
kepentingan nasional (national interest) dalam hubungan 
antarnegara. Kennan membuat definisi konsep ini secara negatif 
tentang apa yang tidak termasuk ke dalam pengertian 
kepentingan nasional. Pertama, konsepsi kepentingan nasional 
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bukan merupakan kepentingan yang terpisah dari lingkungan 
pergaulan antarbangsa atau bahkan dari aspirasi dan 
problematika yang muncul secara internal dalam suatu negara. 
Kepentingan nasional suatu bangsa dengan sendirinya perlu 
mempertimbangkan berbagai nilai yang berkembang dan 
menjadi ciri negara itu sendiri. Nilai-nilai kebangsaan, sejarah, 
dan letak geografis menjadi ciri khusus yang mempengaruhi 
penilaian atas konsepsi kepentingan nasional suatu negara. 
Kedua, kepentingan nasional bukan merupakan upaya untuk 
mengejar tujuan-tujuan yang abstrak, seperti perdamaian yang 
adil atau definisi hukum lainnya. Sebaliknya, ia mengacu 
kepada upaya perlindungan dari segenap potensi nasional 
terhadap ancaman eksternal maupun upaya konkrit yang 
ditujukan guna meningkatan kesejahteraan warga negara. 
Ketiga, konsepsi ini pada dasarnya bukanmerupakan 
pertanyaan yang berkisar kepada tujuan, melainkan lebih 
kepada masalah cara dan metode yang tepat bagi 
penyelenggaran hubungan internasional dalam rangka 
mencapai tujuan tersebut secara efektif. 
5. Dewi Fortuna Anwar 
Dewi Fortuna Anwar dalam orasi ilmiahnya sebagai staff 
ahli peneliti LIPI memberi keterangan tentang kepentingan 
nasional secara kontradiktif, disatu sisi secara objektif bahwa 
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kepentingan nasional bisa didefenisikan secara jelas dengan 
kriteria yang objektif dan cenderung konstan dari waktu ke 
waktu. Disisi lain kepentingan nasional bisa diartikan subjektif, 
artinya kepentingan nasional selalu berubah mengikuti 
preferensi subjektif para pembuat keputusan. 
6. DR Richmond M. Lloyd53 
DR Richmond M. Lloyd mengemukakan 
 “National Interests are the Wellspring from which national 
Objectives and a Grand strategy flow. National Interests are the 
most important wants and needs of a nation.” 
 
Secara konseptual, kepentingan nasional adalah nilai-nilai dasar 
yang terpelihara dan dipertahankan oleh suatu negara dalam mencapai 
tujuannya. Kepentingan nasional menyangkut beberap unsur, yaitu 
keutuhan wilayah dan bangsa, menjaga sumber daya alam dan sumber 
daya manusia, berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, 
pertahan dan keamanan, serta peranan suatu negara dalam lalu lintas 
hubungan antar negara.54 
Kepentingan masing-masing negara berbeda, maka perlu adanya 
kesadaran baik secara internal maupun eksternal. Secara internal dimana 
suatu negara dapat memutuskan kebijakan mana yang lebih relevan untuk 
diambil dengan memperhatikan power atau kekuatan mereka dari dalam. 
Sedangkan secara eksternal adalah dimana suatu negara dapat 
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bertoleransi dengan negara lain dengan menyadari bahwa tiap-tiap 
negara mempunyai kepentingan nasional juga.55 
C.2 Perkembangan Konsep Kepentingan Nasional 
Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, 
kepentingan nasional suatu negara bangsa berkembang juga menjadi 
sangat beragam, namun yang paling umum dan utama yang secara pasti 
dianut oleh banyak negara adalah eksistensi dan kelangsungan hidup 
negara, kesejahteraan rakyat/bangsa serta keamanan. Aspek lain yang 
penting adalah menggapai kekayaan negara, pertumbuhan ekonomi dan 
mempertahankan kekuatan. Di era globalisasi saat ini banyak negara 
menganggap pemeliharaan dan penyebaran budaya serta nilai-nilai 
universal seperti halnya demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) juga 
menjadi tonggak kepentingan nasionalnya.56 
 Saat ini tidak ada negara yang mampu berdiri sendiri untuk 
memenuhi kepentingan nasional mereka. Dalam waktu yang sama tingkat 
kerapuhan yaitu tingkat sensitifitas terhadap perkembangan internasional 
makin tinggi akibat makin terbukanya sistem internasional di bidang 
komunikasi dan teknologi, arus manusia dan kapital. Di satu sisi hal ini 
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membuka peluang bagi negara untuk melakukan kerjasama untuk 
mencapai kepentingan mereka.57 
Pada hakekatnya kepentingan nasional mempunyai ciri outward 
looking, dimana suatu negara memposisikan dirinya, mencapai tujuan-
tujuannya, mempertahankan eksistensinya, membela hak-haknya serta 
melaksanakan kewajibannya dalam hubungan dan interaksi dengan 
negara lain. Oleh karena itu kebijaksanaan politik luar negeri menjadi 
faktor utama kegiatan untuk mencapai kepentingan nasional.58 
Dalam hirarki pengambilan keputusan dalam suatu negara, 
kepentingan nasional menduduki tempat tertinggi dimana strategi maupun 
kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya yang lebih rendah haruslah 
mengacu kepadanya. Kepentingan nasional menjadi bingkai ruang lingkup 
penentuan kebijaksanaan sekaligus memberikan arah dan pegangan bagi 
penyelenggara negara. Dengan perkataan lain, tanpa adanya kepentingan 
nasional maka sebenarnya mustahil ada stategi pembangunan bidang-
bidang lain yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan 
bernegara.59 
Dewasa ini konsep kepentingan nasional lebih banyak diaplikasikan 
sebagai realitas politik ketimbang mengemukakan hal-hal yang bersifat 
idealistik. Artinya bahwa unsur-unsur utama yang ditetapkan dalam 
perumusan kepentingan nasional, hendaknya yang bersifat nyata dan 
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dapat dicapai dengan sarana yang dipunyai di dalam waktu yang dapat 
diukur juga. Sebagai contoh rumusannya adalah melindungi identitas fisik 
misalnya teritorial negara, kemerdekaan politik serta budaya dari 
gangguan atau rongrongan bangsa lain.60 
 
D. Hukum Nasional dan Hukum Internasional 
D.1 Definisi Hukum Nasional dan Hukum Internasional 
Hukum nasional adalah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam 
wilayah suatu negara, misalnya hukum nasional Indonesia, hukum 
nasional Malaysia, dan sebagainya. Hukum nasional sifat keberlakuannya 
diabatasi oleh wilayah negara yang bersangkutan, karena diluar wilayah 
negara tersebut berlakulah hukum nasional dari suatu negara lain. Hukum 
nasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas 
prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh 
masyarakat dalam suatu negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati 
dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya.61 
Pada umumnya hukum internasional diartikan sebagai himpunan 
peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta 
mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum 
lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Menurut Mochtar 
Kusumaatmaja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas 
yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, 
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antara negara dengan negara, dan negara dengan subyek hukum 
internasional bukan negara, atau antar subyek hukum internasional bukan 
negara satu sama lain.62 Hukum internasional adalah bagian hukum yang 
mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Hukum internaasional 
sering juga disebut sebagai hukum bangsa-bangsa, hukum antarbangsa 
atau hukum antar negara.63 
 
D.2 Hubungan  Hukum Nasional dan Hukum Internasional 
Pembahasan persoalan tempat atau kedudukan hukum 
internasional dalam rangka hukum secara keseluruhan berdasarkan atas 
anggapan bahwa sebagai suatu jenis atau bidang hukum, hukum 
internasional merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Annggapan 
atau pendirian demikian tidak dapat dielakkan apabila kita hendak melihat 
hukum internasional sebagai suatu perangkat ketentuan dan asas yang 
efektif yang benar-benar hidup dalam kenyataan dan karenanya 
mempunyai hubungan yang efektif pula dengan ketentuan atau bidang 
hukum lainnya, diantaranya yang paling penting ialah ketentuan hukum 
yang mengatur kehidupan manusia dalam lingkungan kebangsaan 
masing-masing yang dikenal dengan nama hukum nasional.64    
Di dalam teori hukum internasional, telah berkembang dua 
pandangan tentang hukum internasional, Yaitu pandangan yang disebut 
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voluntarisme65  yang mendasarkan berlakunya hukum internasional dan 
ada tidaknya hukum internasional ini pada kemauan negara. Pandangan 
yang kedua adalah pandangan objektivis66 yang menganggap ada dan 
berlakunya hukum internasional ini dilepas dari kemauan negara.67  
Pandangan yang berbeda ini membawa akibat yang berbeda pula, 
karena sudut pandangan yang pertama akan mengakibatkan adanya 
hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua satuan perangkat 
hukum yang hidup berdampingan dan terpisah, sedangkan pandangan 
objektivis menganggapnya sebagai dua bagian dari satu kesatuan 
perangkat hukum. Erat hubungannya dengan apa yang diterangkan tadi 
ialah persoalan hubungan hirarki antara kedua perangkat hukum itu, baik 
merupakan dua perangkat hukum yang masing-masing berdiri sendiri 
maupun merupakan dua perangkat hukum yang pada hakikatnya 
merupakan bagian dari satu keseluruhan tata hukum yang sama. 
Dalam perkembangan selanjutnya, muncul dua aliran pandangan 
utama terkait teori tersebut, yakni : 
1. Aliran pandangan dualisme 
Menurut teori Dualisme, hukum internasional dan hukum 
nasional, merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan 
berbeda. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua 
                                                          
65
   Voluntarisme berasal dari bahasa latin „vluntas‟ yang berarti kehendak, diperkenalkan 
pertama kali oleh Toennies pada tahun 1883. Paham ini menyatakan kehendak adlah 
kunci untuk segala yang terjadi. 
66
   Teori ini menghendaki adanya suatu norma hukum yang merupakan dasar terakhir. 
Kelzen dianggap sebagai bapak dari mazhab wina yang mempengaruhi teori 
objektivis ini 
67
   Ibid., Hlm 40 
 34 
sistem hukum yang terpisah, tidak saling mempunyai hubungan 
superioritas atau subordinasi. Bahwa ketentuan hukum internasional 
memerlukan tranformasi menjadi hukum nasional sebelum berlakunya 
dalam lingkungan hukum nasional. Akibat yang penting dari teori ini 
bahwa kaidah-kaidah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin 
bersumber atau berdasarkan perangkat hukum yang lain, dengan kata 
lain tidak akan ada persoalan hierarki antara kedua perangkat hukum 
itu. Dengan demikian ketentuan hukum internasonal memerlukan 
transformasi menjadi hukum nasional sebelum dapat berlaku dalam 
lingkungan hukum nasional.68 
2. Aliran pandangan monisme  
Paham monisme didasarkan atas pemikiran kesatuan dari seluruh 
hukum yang mengatur hidup manusia. Dalam rangka pemikiran ini 
hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian dari 
satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan 
manusia. Akibat pandangan monisme ini ialah bahwa antar kedua 
perangkat ketentuan hukum ini mungkin ada hubungan hirarki. 
Persoalan hirarki antara hukum nasional dan hukum internasional 
inilah yang melahirkan beberapa sudut pandangan yang berbeda 
dalam aliran monisme, yaitu69 : 
 Aliran Monisme Dengan Primat Hukum Nasional 
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Dalam pandangan ini, hukum internasional merupakan 
lanjutan hukum nasional belaka, atau tidak lain dari hukum nasional 
untuk urusan luar negeri atau auszeres Staatsrecht. Pandangan 
yang melihat kesatuan antara hukum nasional dan hukum 
internasional dengan primat hukum nasional ini pada hakikatnya 
menganggap bahwa hukum internasional itu bersumber pada 
hukum nasional. Alasan utama anggapan ini ialah bahwa tidak ada 
satu organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan 
negara-negara di dunia ini, dan dasar hukum internasional yang 
mengatur hubungan internasional terletak dalam wewenang negara 
untuk mengadakan perjanjian internasional, jadi wewenang 
konstitusional negara.  
 Aliran Monisme Dengan Primat Hukum Internasional 
Menurut paham monisme dengan primat hukum 
internasional, hukum nasional itu bersumber pada hukum 
internasional yang menurut pandangannya merupakan suatu 
perangkat ketentuan hukum yang hirarkis lebih tinggi. Menurut 
paham ini hukum nasional tunduk pada hukum internasional dan 
pada hakikatnya kekuatan mengikatnya berdasarkan suatu 
pendelegasian wewenang dari hukum internasional. Hukum 
nasional memang mempunyai kedaulatan penuh, akan tetapi hal ini 
semata-mata mencerminkan bahwa suatu negara akan mempunyai 
kewenangan dengan hukum internasional sebagai pembatasnya. 
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E. Prinsip Tanggung Jawab Negara Terhadap Orang Asing 
Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi orang-
orang yang berada di wilayahnya, baik warga negaranya maupun orang 
asing yang sedang berada di wilayah kedaulatannya. Bentuk perlindungan 
tersebut salah satunya adalah perlindungan hukum dimana negara 
tersebut berkewajiban untuk memenuhi hak-hak hukum yang melekat 
pada subyek hukum individu tersebut. 
Sekali sebuah negara mangakui keberadaan orang asing di 
wilayahnya, negara tersebut masuk kedalam sebuah kewajiban atas 
perlakuan secara baik terhadap individu orang asing tersebut dan beserta 
kepentingannya. Kewajiban ini berhubungan dengan penerimaan aktivitas 
orang asing tersebut. Negara bertanggung jawab juga atas tindakannya 
yang berimplikasi pada orang asing tersebut (seperti eksproriasi atas harta 
benda orang asing tersebut) atau atas tindakan normal atau non aksi 
dalam respon terhadap tindakan individual (seperti perlindungan atas 
tindakan kriminal). 70 
Dasar tanggung jawab negara adalah terletak pada konsep 
tanggung jawab negara terhadap orang asing. Tanggung jawab sebuah 
negara terhadap orang asing di wilayahnya pada era hukum internasional 
modern bercirikan pada pengakuan dan pemberian pengakuan pada 
individu dengan tidak memperhatikan kewarganegaraannya. Setiap 
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individu ditempatkan pada kedudukan serta memiliki hak-hak dasar yang 
harus dihormati dimanapun individu itu berada. Maka, negara dituntut 
untuk menghormati norma-norma dasar Hak Asasi Manusia, dan pada sisi 
lain pelanggaran suatu negara terhadap norma-norma dasar tersebut 
dapat dijadikan sebagai dasar gugatan.71 
Berkenaan dengan perlakuan orang asing, terdapat dua pendapat 
bagaimana memberlakukan orang asing. Pertama, Standar Minimal 
Internasional, dimana negara berkewajiban untuk memberlakukan orang 
asing lebih istimewa dari warga negaranya sendiri dari segi hukum 
maupun penegakan hukumnya, yaitu perlindungan efektif menurut hukum 
internasional. Kedua, Standar Minimal Nasional, dimana perlakuan 
terhadap orang asing tidak berbeda atau sama saja sebagaimana halnya 
memperlakukan warga negaranya.72 
Pada prinsipnya setiap negara bebas untuk menentukan siapa 
yang termasuk warga negara dan orang asing. Persoalan 
kewarganegaraan merupakan persoalan dalam negeri suatu negara yang 
berkaitan dengan perlindungan keamanan negara, kepentingan ekonomi, 
sosial, dan perlindungan hak asasi yang bersumber kepada kepentingan 
nasional tersebut. 73 Untuk mengetahui siapa orang asing dalam suatu 
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negara harus diketahui siapa termasuk warga negara karena untuk orang 
asing selalu bertitik tolak pada kewarganegaraan negara itu.74 
Sudah sejak lama hukum internasional mengatur mengenai 
perlindungan atas hak-hak kemanusiaan yang dituangkan dalam berbagai 
perjanjian. Sekalipun perjanjian itu tidak secara langsung menciptakan 
hak-hak kemanusiaan bagi individu, telah menciptakan kewajiban-
kewajiban tertentu kepada negara dalam hubungannnya dengan 
perlakuan terhadap penduduk, baik warga negara maupun orang asing. 
Sekalipun yang menjadi peserta perjanjian tersebut adalah negara, tidak 
berarti bahwa hak-hak yang diberikan oleh hukum internasional itu adalah 
milik negara. Sebaliknya, yang lebih dapat diterima adalah bahwa hak 
kemanusiaan itu dimiliki individu karena kodratnya, atau manusia 
dianggap subjek dalam hubungan antara negara dan manusia 
sebagaimana dianut oleh kaum positivis. 75 
Setiap orang secara asasi memiliki perlindungan. Prinsip 
perlindungan itu sendiri erat kaitannya dengan aspek keimigrasian pada 
segi diizinkannya seseoranga masuk ke wilayah suatu negara, sekalipun 
tidak menggunakan dokumen resmi seperti paspor dan visa. Kondisi 
demikian bisa terjadi mengingat dalam kondisi yang tidak dimungkinkan 
(bukan dalam keadaan normal). Hukum internasional secara prinsipil 
mengatur tentang perlakuan terhadap orang asing. Setidaknya terdapat 
beberapa alasan. Pertama, adanya keyakinan bahwa manusia tanpa 
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memandang asalnya serta dimanapun keberadaannya mempunyai hak 
atas perlindungan hukum. Kedua, adanya mobilitas perhubungan 
penduduk yang semakin tinggi diantara warga negara yang satu dengan 
lainnya dalam berbagai bidang kebutuhan dan kehidupan manusia 
merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Ketiga, perlunya 
memelihara berbagai hubungan baik antar negara sangat penting bagi 
setiap negara agar warga negaranya yang berada di luar negeri 
diperlakukan secara wajar. Artinya warga negaranya dapat hidup aman 
dan tentram di luar negaranya. 76 
Adapun perlakuan terhadap orang asing meliputi perlindungan atas 
hak-hak kemanusiaan bagi setiap individu. Hukum internasional juga telah 
mengatur kewajiban-kewajiban kepada negara dalam hubungannya 
dengan perlakuan terhadap penduduk, baik warga negara maupun orang 
asing. Perjanjian internasional yang telah memberikan hak-hak tertentu 
kepada orang perorangan, maka hak-hak itu harus diakui dan memiliki 
daya laku pada hukum internasional juga. 77 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara 
sistematis, metodologis dan konsisten. Penelitian hukum merupakan suatu 
kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran 
tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala 
hukum tertentu dengan cara menganalisanya. Suatu metode merupakan 
cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi 
sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dengan demikian 
metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan 
memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu. 
 
A. Lokasi Penelitian 
Berdasarkan judul yang diambil, maka dalam melakukan penelitian 
penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut : 
1. Kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 
2. Perpustakaan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 
3. Kantor Perwakilan UNHCR Indonesia, Jakarta 
4. Perpustakaan Universitas Hasanuddin 
5. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
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B. Jenis dan Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana pengumpulan 
data dilakukan dengan metode wawancara terhadap beberapa pihak yang 
terkait dengan topik penelitian. Selain itu, juga dilakukan penelitian 
kepustakaan melalui data-data yang berkaitan, konvensi-konvensi dan 
buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian.  
 
C. Sumber Data 
Oleh karena penelitian ini menggunakan pendekatan hukum 
normatif, maka datanya diawali dengan data sekunder dengan 
menggunakan bahan hukum, antara lain : 
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari 
norma atau kaidah dasar yaitu berupa peraturan perundang-
undangan dan konvensi serta instrumen hukum lain yang 
mendukung. 
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan 
melakukan penelitian literatur, yaitu melakukan penelitian atas 
pendapat dan pemikiran para ahli hukum yang dituangkan dalam 
literatur hukum, karya tulis ilmiah bidang hukum serta bentuk-
bentuk tulisan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang 
sedang diteliti. 
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberi 
petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti 
kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian 
ini dilakukan dengan cara studi lapangan dan kepustakaan. Studi 
lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara 
dengan beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini, sedangkan 
penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder 
melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur-
literatur, tulisan pakar hukum, serta bahan kuliah yang berkaitan dengan 
penelitian ini. 
 
E. Narasumber 
Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan 
narasumber dari berbagai instansi, guna mendukung penelitian yang 
diteliti penulis. Narasumber yang dimaksud antara lain: 
1. Nur Ibrahim, selaku Kepala Seksi Penanganan Pengungsi dan 
IDPs, Direktorat HAM dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri 
Republik Indonesia. 
2. Mitra Salima Suryono, selaku Associate External Relations/PI 
Officer UNHCR. 
 
F. Analisis Data 
Data yang diperoleh lalu diolah kemudian dianalisis secara kualitatif 
yaitu dilakukan dengan menggambarkan data yang dihasilkan dalam 
bentuk uraian kalimat atau penjelasan. Dari analisis data tersebut 
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dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara 
berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum. Kemudian 
selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat 
memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.  
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Prinsip Non Refoulement dalam Melindungi Pengungsi 
A.1 Prinsip Non Refoulement Sebagai Dasar Perlindungan 
Pengungsi 
Substansi dari prinsip non refoulement adalah jaminan suatu 
negara untuk tidak akan mengusir atau mengembalikan seorang 
pengungsi dengan cara apapun ke negara asalnya dimana kehidupan dan 
kebebasannya akan terancam. Prinsip non refoulement sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 33 Konvensi 1951 merupakan dasar perlindungan 
internasional terhadap pengungsi atau pencari suaka.  
Prinsip ini sering juga disebut sebagai jantung perlindungan 
internasional terhadap pengungsi, dan merupakan bagian dari Hak Asasi 
Manusia sehingga harus diterima dan ditaati oleh masyarakat 
internasional. Dengan demikian maka perlindungan bagi pengungsi harus 
dilihat dalam konteks perlindungan Hak Asasi Manusia yang lebih luas, 
sebagaimana dicantumkan dalam alinea kedua Pembukaan Piagam 
PBB:78 
“To reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and 
worth of human person, in the equal rights of men and women and 
nations large and small” 
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Apabila merujuk pada kasus-kasus konkret umumnya pengungsi 
atau pencari suaka tidak mungkin memiliki dokumen lengkap perjalanan. 
Namun, terlepas dari masalah kelengkapan dokumen yang dihadapi para 
pengungsi, tiap negara wajib menerima atau menampung untuk 
sementara waktu para pengungsi yang masuk ke teritorial negaranya. 
Memberikan keselamatan pada setiap orang yang berada di wilayahnya 
adalah kewajiban suatu negara baik pada warga negaranya maupun 
warga negara asing.  
Penerapan prinisip non refoulement tidaklah terbatas pada negara 
peserta Konvensi 1951 semata, melainkan berlaku pula pada semua 
negara. Hal ini berasumsi pada perkembangan prinsip non refoulement 
yang telah menjadi jus cogens. Hal ini berarti negara yang belum 
meratifikasi Konvensi 1951 pun juga harus tunduk pada prinsip ini.  
Dengan mempertimbangkan bahwa non refoulement memiliki 
karakter sebagai jus cogens, membawa konsekuensi bahwa negara baik 
secara sendiri-sendiri maupun kolektif tidak boleh melanggar prinsip 
tersebut karena prinsip non refoulement merupakan ketentuan hukum 
internasional yang telah diakui dan diterima oleh masyarakat 
internasional.79 
Beberapa kalangan menempatkan prinsip non refoulement sebagai 
bagian dari hukum kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan 
internasional itu sendiri setidaknya harus memenuhi dua unsur, yakni 
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kebiasaan tersebut dilakukan dan ditaati oleh banyak negara dan 
kebiasaan tersebut harus dianggap sebagai suatu kewajiban hukum. 
Hukum kebiasaan internasional bersifat substantif khususnya terkait 
dengan kenyataan bahwa sebagain besar produk-produk hukum yang 
terkait dengan wilayah negara, yurisdiksi negara, dan hubungan 
diplomatik masih diatur dalam hukum kebiasaan internasional.80 
Kedudukan sebagai pengungsi internasional tidak berlaku abadi 
artinya bisa berhenti, persoalan yang timbul adalah jangan sampai 
pengungsi itu bisa dirugikan statusnya sebagai pengungsi secara 
sewenang-wenang. Oleh karena itu penghentian status pengungsi harus 
didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi. 
Adapun yang menjadi hak dan kewajiban pengungsi internasional adalah 
sebagai berikut 81: 
1. Hak non diskriminasi  
Negara-negara peserta Konvensi tidak boleh  memperlakukan 
pengungsi berdasarkan politik diskriminasi baik yang 
berkenaan dengan ras, agama atau negara asal maupun 
warna kulit dan mereka mempunyai kebebasan untuk 
menjalankan agamanya sertya kebebasan bagi pendidikan 
anak-anak mereka ditempat mana mereka ditampung. 
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2. Hak status pribadi 
Mengenai status pribadi para pengungsi diatur sesuai dengan 
hukum dimana mereka berdomisili. Jika mereka tidak 
mempunyai domisili, status pribadi mereka diatur oleh hukum 
dimana mereka ditempatkan (place of residence). Hak yang 
berkaitan dengan perkawinan juga harus diakui oleh negara 
peserta.  
3. Hak kesempatan atas hak milik  
Seorang pengungsi mempunyai hak yang sama dalam hal 
untuk mempunyai atau memiliki hak milik baik bergerak 
maupun tidak bergerak dan menyimpannya seperti halnya 
orang lain dan juga dapat menstransfer assetnya ke negara 
dimana dia akan menetap.. 
4. Hak berserikat  
Negara peserta Konvensi harus mengakui kebebasan 
pengungsi untuk berserikat dengan mendirikan perkumpulan 
termasuk perkumpulan dagang sepanjang perkumpulan itu 
bersifat non-profit dan non- politis. 
5. Hak berperkara di pengadilan. 
Apabila ada suatu perkara yang dialami oleh para pengungsi 
dimana mereka ingin menyelesaikannya melalui badan 
peradilan, maka dalam hal ini mereka harus dianggap sama 
dengan warganegara lainnya jadi mereka mempunyai 
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kebebasan untuk mengajukan gugatannya di sidang 
pengadilan dimana mereka ditempatkan bahkan bila diperlukan 
mereka harus diberikan bantuan hukum. 
6. Hak atas pekerjaan yang menghasilkan  
Bagi para pengungsi yang telah ditempatkan secara tetap di 
suatu negara dan telah diakui menurut hukum, maka mereka 
mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan serta 
mendirikan suatu perusahaan dagang dan pekerjaan bebas 
lainnya, dimana pekerjaan bebas ini harus sesuai dengan 
ketentuan yang telah diakui, seperti tanda sertifikat, gunanya 
adalah mengetahui keahlian untuk ditempatkan  pada suatu 
pekerjaan yang cocok. 
7. Hak atas pendidikan dan pengajaran. 
Setiap pengungsi akan mendapat perlakuan yang sama 
dengan warganegara lainnya atas hak memperoleh pendidikan 
sekolah dasar. Karenanya, setiap pengungsi berhak pula atas 
pembebasan  biaya pendidikan tertentu termasuk juga hak 
untuk memperoleh beasiswa. 
8. Hak kebebasan bergerak  
Setiap pengungsi diberikan kebebasan yang seluas-luasnya 
untuk memilih di daerah atau provinsi mana mereka akan 
menetap sepanjang pilihan itu masih berada dalam teritorial 
negara dimana ia ditempatkan. 
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9. Hak atas kesejahteraan sosial  
Setiap pengungsi akan dapat menikmati hak-hak atas 
kesejahteraan sosial, seperti hak untuk bekerja, perumahan, 
mendapatkan  upah dari pekerjaan yang mereka lakukan. 
10. Hak atas tanda pengenal dan dokumen perjalanan  
Setiap pengungsi berhak atas surat-surat identitas dan 
dokumen perjalananan ke luar dari teritorial negara dimana dia 
ditempatkan kecuali karena alasan keamanan dan kepentngan 
umum. Dokumen perjalanan yang dikeluarkan atas perjanjian 
internasional akan diakui oleh negara peserta Konvensi 1951. 
11. Hak untuk tidak diusir  
Dalam hal ini pengungsi telah ditempatkan secara tetap di 
suatu negara, tidak akan ada dilakukan tindakan pengusiran ke 
wilayah dimana  kehidupannya akan terancam serta tidak akan 
ada penghukuman terhadap pengungsi yang masuk secara 
tidak syah, kecuali jika keamanan nasional menghendaki lain, 
seperti mereka melakukan kekacauan dimana mereka tinggal. 
Selain dari hak-hak pengungsi yang disebutkan di atas, Konvensi 
juga telah menggariskan kewajiban pengungsi  sebagaimana  tercantum 
dalam Pasal 2 Konvensi: 
“Every refugee has duties to the country in which he finds himself, 
wihch require in particular that he conform to its laws and 
regulations as well as to measures taken for maintenance of public 
order.” 
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  Berdasarkan Pasal 2 di atas setiap pengungsi berkewajiban untuk 
mematuhi semua hukum dan peraturan atau ketentuan-ketentuan untuk 
menciptakan ketertiban umum di negara dimana dia ditempatkan. Mereka 
juga harus bersikap netral bila menghadapi negara asal dan menghormati 
prinsip-prinsip dan tujuan PBB. 
  Prinsip non refoulement dalam hukum internasional sudah diakui 
sebagai jus cogens, merupakan prinsip dasar hukum internasional yang 
merupakan prinsip yang tidak boleh dilanggar oleh suatu negara. Prinsip 
ini janganlah hanya diartikan sebagai norma yang bersifat regulasi saja. 
Negara sebagai anggota masyarakat internasional, dengan alasan 
apapun tidak dapat menyimpangi norma hukum internasional yang 
memiliki karakter sebagai jus cogens ini. Jus cogens dianggap sebagai 
norma esensial bagi hukum internasional, sehingga pelanggaran terhadap 
norma yang esensial sifatnya ini dapat mengancam kelangsungan sistem 
hukum internasional yang berlaku dalam masyarakat internasional.82  
Kualifikasi prinsip non refoulement sebagai norma jus cogens 
dalam hukum internasional kiranya dapat dinilai berdasarkan 
pertimbangan fakta-fakta berikut ini. Pertama, dewasa ini prinisp non-
refoulement merupakan norma hukum internasional yang dilembagakan 
dalam konvensi internasional multilateral yakni Konvensi 1951. Kedua, 
prinsip non refoulement ini juga telah menjadi hukum kebiasaan 
internasional (international customary law) yang dipraktikkan oleh negara-
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negara bahkan jauh sebelum prinsip ini dirumuskan dalam instrumen 
internasional. Ketiga, dalam perkembangan berikutnya, khususnya dalam 
instrumen hukum yang diterima oleh masyarakat internasional berkaitan 
dengan permasalahan perlindungan pengungsi, prinsip non refoulement 
ini juga ditegaskan kembali bahkan secara eksplisit diakui sebagai jus 
cogens. Keempat, penerimaan dan penegasan prinsip non refoulement 
dalam sistem perlindungan internasional bagi pengungsi dan pencari 
suaka dapat ditemukan dalam praktik yang dilaksanakan oleh organisasi 
internasional yang relevan yakni UNHCR.83 
Penerapan prinsip non refoulement memang tidaklah bersifat 
mutlak atau absolute kepada pengungsi atau pencari suaka. Konvensi 
1951 pada Pasal 33 ayat (2) menyatakan: 
“Kemanfaatan ketentuan ini, bagaimanapun juga, tidak dapat 
dituntut oleh seorang pengungsi di mana terdapat alasan-alasan 
yang pantas untuk menganggap sebagai bahaya keamanan dari 
negara di mana dia dihukum, atau sedang dihukum dengan 
putusan terakhir mengenai suatu kejahatan berat terutama sekali, 
yang merupakan bahaya terhadap masyarakat negara yang 
bersangkutan.” 
 
Mereka yang dianggap akan mengganggu stabillitas keamanan suatu 
negara ataupun ketertiban umum dapat dipulangkan secara paksa oleh 
negara, namun ini haruslah berdasarkan alasan yang jelas dan 
pembuktian terlebih dahulu yang tentu saja dilakukan oleh petugas-
petugas yang mempunyai kemampuan yang memadai serta mengerti 
tentang hukum internasional khususnya prinsip non refoulement. 
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Dalam hal terdapat kekhawatiran akan kehadiran pengungsi atau 
pencari suaka dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional negara, 
hal ini perlu dilihat bahwa rumusan tentang ancaman bagi keamanan 
nasional merupakan rumusan yang memiliki makna sangat luas dan 
relatif. Pada dasarnya, penafsiran tentang ancaman bagi keamanan 
nasional merupakan kewenangan otoritas negara setempat sebagai 
pemegang kedaulatan. Namun demikian, penilaian tentang adanya 
ancaman bagi keamanan nasional oleh negara setempat karena 
kehadiran pengungsi harus dilakukan secara kasus per kasus dan 
didasari oleh itikad baik. 
keputusan suatu negara untuk melakukan tindakan yang mengarah 
pada adanya refoulement terhadap seorang pengungsi atau pencari 
suaka dari wilayahnya haruslah bersifat kasuistis dan didasarkan pada 
suatu pertimbangan dan proses hukum yang ketat dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Proses hukum yang ketat dan dapat 
dipertanggungjawabkan untuk sampai pada suatu keputusan untuk 
melakukan tindakan pengusiran juga disertai dengan penghormatan 
terhadap prinsip-prinsip umum hukum hak asasi manusia. Dalam 
melakukan tindakan pengusiran, suatu negara harus mengusahakan 
bahwa pengungsi dan pencari suaka yang diwajibkan keluar dari 
wilayahnya tersebut dapat diterima di negara ketiga yang aman atau 
setidaknya keselamatan jiwanya dapat terjamin selama perjalanan hingga 
menemukan tempat lain. 
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A.2 Penerapan Ketentuan Prinsip Non Refoulement dalam 
Melindungi Pengungsi 
Dari sudut pandang negara penerima, arus pengungsian selain 
merupakan masalah kemanusiaan juga berdampak pada bidang 
keamanan, ekonomi dan keseimbangan sosial politik di negara tempat ia 
mengungsi. Masalah internal di suatu negara dan berkurangnya bantuan 
internasional bagi para pengungsi mengakibatkan semakin banyak negara 
menutup perbatasannya dari gelombang pengungsi dalam jumlah yang 
besar. Terjadinya pengusiran terhadap para pengungsi, baik oleh negara 
yang telah menjadi pihak pada Konvensi 1951 maupun negara-negara 
yang belum menjadi pihak pada konvensi tersebut, telah meningkatkan 
penderitaan pengungsi menjadi semakin berkepanjangan. Beberapa 
negara pihak pada Konvensi 1951 bahkan mengusir para pengungsi 
dengan alasan para pengungsi tersebut dapat mengancam keamanan 
nasional atau mengganggu ketertiban umum di negara.84 
Dari segi yuridis, kebijakan untuk menerima pengungsi dan atau 
mengabulkan permohonan suaka warga negara asing merupakan 
persoalan yang dilematis dan cukup rumit. Ada dua kepentingan yang 
berhadapan secara diametral yang perlu dipertimbangkan oleh suatu 
negara sebelum memutuskan untuk menerima pengungsi atau menolak 
pengungsi tersebut. Negara dihadapkan pada dua pilihan, yakni antara 
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melindungi hak asasi dan kepentingan individu atau mempertahankan 
ketertiban umum. 
Secara umum, tiap negara memang tidak akan mengizinkan orang 
asing tanpa dokumen-dokumen lengkap masuk ke wilayah negaranya. 
Namun, pengungsi adalah sebuah pengecualian yang mendapat 
perlindungan hukum internasional untuk tidak terikat pada aturan ini. 
Praktik-praktik secara khusus beberapa negara dalam menangani 
pengungsi telah meginspirasi masyarakat internasional dalam mengelola 
dan mengurus pengungsi. Tidak jarang ditemui beberapa negara 
memperlakukan setiap imigran sebagai imigran gelap. Tetapi ditemui pula 
beberapa negara yang tidak serta merta mencap mereka sebagai imigran 
gelap. Pembauran memang menyulitkan mana imigran gelap dan mana 
pengungsi. Hanya mereka yang dapat dibuktikan sebagai pengungsi saja 
yang mendapat perlindungan hukum internasional.85 
Posisi negara yang bukan peserta atau peratifikasi Konvensi 1951 
memang tidak memiliki kewajiban menangani masalah pengungsi, namun 
bukan berarti tidak memiliki kewajiban dalam konteks kemanusiaan. 
kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh tiap negara dalam upaya 
pencegahan dan pengendalian arus imigran tidaklah boleh mengakibatkan 
terjadinya refoulement. Refoulement mengakibatkan pengungsi 
kehilangan keselamatan jiwa dan harus terkatung-katung mencari 
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perlindungan untuk menghindari persekusi di negara asalnya. Tindakan 
refoulement ini jelas tidaklah bersifat manusiawi. 
Hak negara untuk melakukan tindakan yang dapat mengarah pada 
tindakan refoulement ditentukan berdasarkan prinsip hukum tentang 
tanggung jawab negara (state responsibility). Tanggung jawab 
internasional untuk bertindak sesuai dengan kewajiban internasional 
merupakan pertimbangan yang harus diutamakan.86 
Prinsip non refoulement berlaku dalam situasi terjadi pengungsian 
massal (mass influx). Dibutuhan langkah-langkah kreatif untuk menangani 
permasalahan-permasalahan khusus yang muncul dalam situasi 
pengungsian massal. 87  Konvensi 1951 mencantumkan daftar hak dan 
kewajiban asasi yang sangat dibutuhkan oleh pengungsi. Negara peserta 
Konvensi 1951 wajib melaksanakan hak-hak dan kewajiban tersebut. 
Terdapat tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh negara pihak, 
yaitu sebagai  berikut 88 :  
1. Pertama, pengungsi yang masuk ke suatu negara tanpa 
dokumen lengkap mereka tidak akan dikenakan hukuman, 
selama mereka secepat-cepatnya melaporkan diri kepada 
pihak-pihak berwenang setempat. Biasanya di setiap negara 
terdapat processing centre sendiri yang tidak dicampur dengan 
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karantina imigrasi walaupun keduanya diurus oleh instansi yang 
sama yang khusus menangani orang asing.  
2. Kedua, adanya larangan bagi negara pihak untuk 
mengembalikan pengungsi atau mereka yang mengklaim dirinya 
sebagai pencari suaka ke negara asal secara paksa. Hal ini 
berhubungan dengan prinisip yang mutlak harus dipatuhi oleh 
negara pihak yaitu tidak mengembalikan pengungsi ke negara 
asal dimana ia merasa terancam keselamatan dan 
kebebasannya. Selain itu, terdapat pula yang kondisionil, 
berupa pengusiran yang berarti pengembalian ke negara asal 
atau dapat ke negara mana saja. Negara pihak hanya boleh 
melakukan pengusiran apabila dilakukan atas dasar 
pertimbangan keamanan nasional dan ketertiban umum. 
Prinsip non refoulement mengatur bahwa jaminan suatu negara 
untuk tidak akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi 
dengan cara apapun ke negara asalnya dimana kehidupan dan 
kebebasannya terancam. Kewajiban negara pihak dari Konvensi 1951 
untuk mentaati prinsip non refoulement dari Pasal 33 merupakan hal yang 
berdiri sendiri terlepas dari kewajiban orang asing untuk memenuhi 
persyaratan formal. Bahkan jika orang asing tersebut masuk ke dalam 
wilayah tersebut secara tidak sah. 
Tiap negara dalam menentukan metode pemberian status 
pengungsi berbeda satu dengan lainnya, yang umumnya bergantung pada 
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ideologi dan kebiasaan hukum setempat. Terlepas dari itu, tiap negara 
harus memastikan petugas-petugas yang berjaga di perbatasan 
wilayahnya harus memeriksa setiap angkutan massal, baik berupa kapal, 
truk, ataupun lainnya untuk mencari siapa saja pengungsi yang 
memerlukan pertolongan. 
Sebagai kelompok pendatang yang paling rentan, pengungsi 
seringkali menjadi sasaran utama kebencian rasial. Perdebatan politik 
pada beberapa negara cenderung mengaburkan semua masalah yang 
berhubungan dengan pendatang asing. Pencari suaka, pengungsi, 
pekerja migran, imigran dan pekerja musiman seringkali disatukan 
sebagai pendatang asing.  
Muncul tiga konsekuensi karena terjadinya hal ini. Pertama, prinsip 
perlindungan dan untuk tidak memulangkan kembali yang harusnya 
diterapkan pada pengungsi, telah berulangkali dilanggar. Kedua, jumlah 
insiden kekerasan yang dilakukan terhadap pengungsi semakin 
meningkat. Ketiga, masalah pengungsi mulai dilihat sebagai masalah 
politik daripada masalah kemanusiaan, dan hubungan antara kebijakan 
imigrasi dan kebijakan pengungsi mulai kabur. 
Sebagai komisi PBB yang khusus menangani dan berkompeten 
dengan urusan pengungsi, UNHCR tentu menjadi tumpuan utama bagi 
para pengungsi dan pencari suaka untuk memperoleh perlindungan. 
Namun penanganan pengungsi adalah sesuatu yang kompleks. 
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Secara umum, konsep bantuan UNHCR berisikan pencegahan 
pemulangan kembali, bantuan dalam proses pencarian suaka, bantuan 
dan nasihat hukum, pemajuan penyelenggaraan keamanaan fisik bagi 
pengungsi, pemajuan dan membantu pemulangan kembali secara 
sukarela, dan membantu para pengungsi untuk bermukim kembali. 89 
Namun, UNHCR adalah sebuah organisasi kecil. Seberapa efektif UNHCR 
telah bekerja dalam perlindungan dan aksi pencegahan tindakan 
refoulement  adalah masih diperdebatkan.90 
Sejak UNHCR bergantung pada kontribusi sukarelawan, adalah 
sesuatu yang penting untuk meningkatkan hubungan kerja yang baik 
dengan negara kaya. Akan tetapi, negara-negara ini adalah negara yang 
pada waktu itu menutup pintu bagi para pencari suaka. 91  Selain itu, 
populasi pengungsi bisa menjadi persoalan ekonomi serius bagi negara 
miskin. Beberapa persoalan pengungsi langsung mengancam 
pembangunan kesejahteraan negara.92 
Pada beberapa kasus, standar perlakuan minimum terhadap 
pencari suaka tidak dihormati. Prosedur penentuan pengungsi yang tidak 
sesuai, dan pemulangan kembali di pelabuhan udara dan wilayah 
perbatasan, menyebabkan masalah besar bagi sejumlah pencari suaka. 
Terkadang, pemulangan kembali dilakukan dalam bentuk yang tidak 
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manusiawi seperti pemulangan dengan paksa terhadap pencari suaka ke 
negara asalnya dimana jiwa, kemerdekaan dan keamanan mereka dapat 
terancam. Bahkan perahu pencari suaka pernah didorong kembali ke laut 
supaya mereka mati karena kelaparan atau menjadi sasaran yang mudah 
bagi ikan hiu atau perompak, ketika mereka mencoba mendarat pada 
suatu pantai.93  
Para pengungsi yang datang mencari perlindungan dari ancaman 
persekusi di negara asalnya tidak boleh ditolak di perbatasan atau 
dipulangkan kembali ke negara asalnya. Namun kecuali jika terdapat 
cukup alasan yang membuktikan bahwa mereka dapat mengganggu 
stabilitas keamanan negara tersebut. Hal ini pun harus benar-benar 
dilakukan secara cermat dan teliti.  Selama proses penentuan dan 
pembuktian, para pengungsi harus diperlakukan secara patut sesuai 
hukum pengungsi internasional dan Hak Asasi Manusia internasional. 
Alasan negara mengalami kesulitan dalam memberikan 
perlindungan kepada pengungsi adalah sikap yang tidak bijaksana. 
Negara secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan 
negara lain melaui PBB harus mempertimbangkan dan memperhatikan 
langkah-langkah yang layak untuk para pengungsi.  
Secara umum, setelah melakukan wawancara kepada para pancari 
suaka atau imigran yang datang, negara yang menjadi pihak Konvensi 
1951, melalui petugas atau panitia khusus akan segera mengeluarkan 
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keputusan tentang penetapan status pengungsi mereka. Hal ini agar 
kemudian hak dan kewajiban mereka dapat terlaksana segera. Biasanya 
UNHCR akan menngakses berkas-berkas tersebut dan memberikan 
masukan mengenai kasus-kasus individu kepada aparat negara.  
Pada beberapa negara, UNHCR menjadi anggota dari panitia 
khusus yang memproses kasus-kasus individu yang telah ditolak 
permohonan status pengungsinya oleh negara penerima dan kemudian 
melakukan peninjauan kembali. Di negara bukan pihak Konvensi 1951, 
UNHCR akan memproses dari awal sampai akhir proses penentuan status 
pengungsi tersebut dengan bantuan aparat negara setempat. 
Pemeriksaan para pencari suaka oleh UNHCR untuk penetapan 
status pengungsi dilakukan dengan cara sebagai berikut 94: 
Gambar 1. 
Skema Perlindungan Pengungsi di Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
Pada dasarnya dapat dikemukakan pertanyaan-pertanyaan dalam 
menentukan pengungsi atau bukan, apakah ada resiko tekanan 
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(persecution) jika dikembalikan ke negara asal?. Jika cukup fakta kalau 
dikembalikan akan beresiko maka perlu ditampung oleh suatu negara. Hal 
ini dikenal dengan Teori Tiga Tahap (The Teory of The Three Scales). Inti 
dari pertanyaan tersebut diuraikan ke dalam  tahapan berikut 95: 
Gambar 2.  
Jean Yves Carlier - The Teory of The Three Scales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ketiga tahapan diatas harus benar-benar dipertimbangkan secara 
terpisah atau bagian per bagian sebelum dilakukan kombinasi atau 
penggabungan ketiga tahapan tersebut.96 
Seseorang agar dapat disebut pengungsi kalau telah memenuhi 
persyaratan yang telah ditentukan. Ini berarti status pengungsi itu sudah 
ada sebelum yang bersangkutan dinyatakan secara formal atau resmi. 
Oleh karena itu, pengakuan seseorang menjadi pengungsi sebenarnya 
tidak membuat orang itu menjadi pengungsi tetapi pengakuan hanya 
menyatakan bahwa dia adalah pengungsi. 
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Status pengungsi merupakan Ketetapan yang hanya menyatakan 
apa yang sebenarnya sudah ada. Ini berbeda dengan Konstitutip yang 
menciptakan status yang baru. Jadi, dengan kata lain, orang tersebut tidak 
menjadi pengungsi sebab pengakuan tetapi justru pengakuan diadakan 
karena dia memang sudah pengungsi.  
Penetapan seseorang menjadi pengungsi (Status of Refugee) 
sebenarnya merupakan proses yang terjadi dalam dua tahap : 
1. Penemuan atau penetapan yang menentukan bahwa dari fakta 
yang ada memang orang tersebut adalah Refugee. 
2. Fakta dihubungkan dengan persyaratan-persyaratan dalam 
Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Setelah itu, dihubungkan 
apakah yang bersangkutan memang merupakan pengungsi 
atau tidak. 
Selanjutnya, dengan adanya perbedaan dalam menentukan status 
pengungsi oleh beberapa negara, maka Excom No. 8 Tahun 1977 97 
mengonklusikan beberapa standar dasar yang perlu ditegakkan agar 
tercipta prosedur yang adil dan efesien. Standar-standar tersebut yakni : 
1. Petugas-petugas yang menangani proses pemberian status 
suaka harus mempunyai keterampilan yang memadai, dalam 
hal ini termasuk pula pemahaman akan prinsip non refoulement 
dan segera menyerahkan ke pihak yang berwenang atau 
memiliki otoritas. 
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2. Pencari suaka berhak atas informasi yang jelas akan prosedur 
yang digunakan dan mendapat semua bantuan yang diperlukan 
seperti penerjemah bahasa serta hal lainnya. 
3. Pencari suaka harus dapat menghubungi pihak UNHCR jika 
meminta. 
4. Pencari suaka berhak menngajukan banding atau permohonan 
tersendiri jika permohonan suakanya ditolak. 
5. Pencari suaka mendapatkan tempat naungan sementara hingga 
suakanya selesai diproses, termasuk selama proses banding 
atau permohonan lainnya. 
Perlindungan pengungsi mempunyai tujuan utama menemukan 
solusi jangka panjang bagi para pengungsi agar dapat megakhiri status 
pengungsiannya dan mendapatkan kembali kehidupan yang normal yang 
tadinya masih harus memiliki rasa takut dan harus mengungsi keluar dari 
negara asalnya. Solusi yang diberikan dapat berupa repatriasi 98 , 
integarasi lokal 99, ataupun resettlement 100. 
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B. Aplikasi Prinsip Non Refoulement Jika Bersinggungan Dengan 
Kepentingan Nasional 
Tiap negara dalam menyikapi masalah pengungsi berbeda satu 
dengan lainnya. Beberapa negara akan langsung melakukan pengusiran 
terhadap setiap orang asing tanpa dokumen lengkap tanpa melihat dan 
memeriksa terlebih dahulu apakah mereka adalah pengungsi atau 
memang imigran gelap. Namun, adapula negara yang dengan atas dasar 
kemanusiaan bersedia menampung sementara mereka hingga proses 
pemeriksaan kasus kedatangan mereka selesai diproses. 
Tiap negara pada hakikatnya akan selalu berpegang pada ideologi 
dan kepentingan nasionalnya yang satu sama lain berbeda. Hal ini 
berpotensi menimbulkan pertentangan yang mengarah pada pelanggaran 
hukum internasional. Walaupun negara tersebut telah melakukan 
pelanggaran hukum, namun negara tersebut dapat melegitimasi 
pelanggaran tersebut dengan membentuk produk hukum nasional yang 
membenarkan tindakan tersebut. Hal ini dapat terjadi karena negara 
mempunyai kebebasan untuk membentuk hukum, sehingga kewajiban-
kewajiban dan larangan-larangan dalam hukum internasional boleh untuk 
tidak ditaati oleh suatu negara apabila negara tersebut tidak 
meyetujuinya.101 
Implementasi dan penerapan prinsip non refoulement pada kasus-
kasus penanganan pengungsi lintas batas sangat beraneka ragam 
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praktiknya. Mekanisme penanganan pengungsi di tiap negara sangat 
tergantung pada cara pandang tiap negara pada pengungsi. Tiap negara 
memiliki suatu sistem hukum nasional yang berdaulat penuh dan berlaku 
dalam yurisdiksi seluruh wilayahnya. Namun tiap negara dalam konteks 
relasi internasional tidak dapat lepas dari hukum internasional yang 
dipahami dan diterima sebagai keinginan dan komitmen masyarakat 
internasional. 
Tingginya tingkat kejahatan transnasional dewasa ini, terutama isu 
perdagangan manusia membuat negara makin selektif dan memperketat 
perbatasan, hal ini cenderung makin mempersulit para pengungsi dan 
pencari suaka dalam mencari perlindungan di negara lain. Kejahatan 
lintas batas memberikan dampak negatif kepada negara. Tantangan bagi 
negara-negara ialah menekan kejahatan yang mengeksploitasi orang-
orang putus asa dan melindungi serta membantu korban 
penyelundupan.102 
Selain permasalahan perpindahan manusia secara illegal, negara-
negara juga mengahadapi permasalahan penyulundupan manusia. 
Hampir semua negara terpengaruh oleh isu penyelundupan manusia, baik 
negara asal, transit, atau tujuan. Para manusia diselundupkan oleh 
penjahat-penjahat yang hanya mencari keuntungan. Manusia yang 
diselundupkan rentan terhadap resiko yang mengancam kehidupannya 
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termasuk eksploitasi. Ribuan manusia telah berdesak-desakan dalam 
kontainer, tewas di gurun pasir, dehidrasi di laut saat menuju negara 
transit dan tujuan.103 
Masalah pengungsi berada di antara dua titik ekstrim. Persoalan 
kedaulatan suatu negara pada satu sisi dengan persoalan hak asasi dan 
perlindungan aspek kemanusiaan pada sisi yang lain. Kedaulatan negara 
sejatinya mencakup hak dari suatu negara untuk menentukan apakah 
seseorang atau sekelompok orang dapat diterima di negaranya atau tidak. 
Pada sisi lain, merupakan hak setiap orang untuk mendapatkan 
perlindungan kemanusiaan dimanapun ia berada. Atas dasar prinsip-
prinsip kemanusiaan, setiap negara manapun wajib memberikan 
perlindungan bagi setiap orang yang terancam jiwanya, sekalipun orang 
tersebut bukan warga negaranya. Prinsip non refoulement merupakan 
suatu kewajiban non-derogable yang membangun esensi kemanusiaan. 
Pada hakikatnya, negara tidaklah boleh mengeneralisir semua 
pendatang yang masuk ke wilayahnya sebagai illegal migrant. Kebijakan 
suatu negara dalam menangani pencari suaka dan pengungsi dapat 
secara langsung dan tidak langsung berimplikasi pada negara lain.104  
Namun dalam perkembangannya, banyak orang yang ingin pergi 
dari tanah airnya ke negara lain karena dorongan atau alasan ekonomi 
tetapi menggunakan alasan mencari suaka politik. Para pendatang asing 
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bermotif ekonomi semacam ini, semula memang memperoleh perlakuan 
yang cukup baik dan banyak negara bersedia menampung mereka. 
Namun karena arus pengungsi terus berlanjut dan dalam jumlah sangat 
besar, akibatnya membuat negara lain maupun badan internasional yang 
berkepentingan seperti UNHCR kewalahan dan jenuh.105  
Arus pengungsi seperti tersebut diatas jelas merupakan beban 
yang harus dipikul oleh negara lain. Dalam perkembangan selanjutnya 
banyak negara yang tak sudi lagi menerima. Bahkan pada akhirnya 
sebagian dari pengungsi ini dideportasi atau dipulangkan secara paksa ke 
negara asal.106 
Pengecualian dari prinsip non refoulement dijabarkan dengan 
sempit. Pengecualian hanya boleh diterapkan dalam keadaan tertentu. 
Pengecualian ini  hanya boleh diterapkan jika pengungsi yang dimaksud 
merupakan ancaman yang serius terhadap keamanan negara dimana ia 
mencari suaka. Penerapan pengecualian ini mensyaratkan diterapkannya 
prosedur yang menjamin diikutinya proses pemeriksaan yang ketat.107 
Fenomena baru sekarang ialah ada kecendrungan pengalihan isu  
penanganan pengungsi ke arah upaya pembelaan keamanan negara 
khususnya mengenai upaya perlawanan terhadap kejahatan 
penyelundupan orang. Negara dapat ‟mencuci tangan‟ atas tindakan 
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refoulement mereka dengan alasan penggagalan kegiatan penyelundupan 
orang.108 
Australia adalah contoh negara yang telah berulang kali melanggar 
prinsip non refoulement. Melalui kebijakan Operation Sovereign Borders, 
polisi dan tentara angkatan laut Australia berpatroli di perbatasan laut 
mengusir para pendatang tak berdokumen yang hendak masuk ke 
perairan Australia. Tindakan ini pun mendapat protes masyarakat 
internasional. Dalam perkembangan selanjutnya, sebelum melakukan 
tindakan pengusiran, Australia memberi pelampung dan bekal makanan 
kepada para pendatang tersebut. Hal ini membuat Australia terkesan 
mulia dan seolah-olah tidak melakukan tindakan refoulement. Namun hal 
ini jelas merupakan indirect refoulement.109  
Melihat sedikit ke belakang, Australia adalah negara pihak 
Konvensi 1951, meratifikasi Konvensi ini pada 22 Januari 1954. Hal 
demikian jelas bahwa Australia terikat secara penuh pada seluruh 
tanggung jawab yang tertuang dalam Konvensi.110 Tindakan refoulement 
dalam bentuk apapun adalah pelanggaran akan Konvensi 1951. 
Hukum nasional Pemerintah Australia sendiri banyak 
memperlihatkan akan ketidakberpihakan kepada pengungsi dan pencari 
suaka. Hal terbaru misalnya,  Australia mengeluarkan Undang-Undang 
Anti Terorisme yang oleh para penggiat Hak Asasi Manusia di Australia 
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dianggap bertujuan untuk mendapatkan dukungan kepada pemerintah 
akan kebijakan yang merugikan pengungsi dan pencari suaka. Hukum anti 
terorisme tersebut dianggap kabur dan memiliki cakupan yang luas.111 
Bahkan terakhir Australia mengejutkan masyarakat internasional dengan 
menolak seluruh pencari suaka yang terdaftar di UNHCR Indonesia 
setelah 1 Juli 2014. Hal ini merupakan langkah mundur akan perlindungan 
pengungsi dan pencari suaka.112 
Di Eropa, ketakutan dan ketidaksukaan masyarakatnya terhadap 
orang asing membuat banyak negara terutama negara pihak Konvensi 
1951 berulang kali melakukan tindakan refoulement. Perancis, Belanda, 
Yunani, dan Italia adalah negara yang sering mendapat teguran PBB akan 
perlakuan buruknya terhadap pengungsi. Diluar itu, Jepang, Kanada, 
Selandia Baru, dan Korea Selatan juga mulai memperlihatkan tindakan 
penutupan pintu terhadap pengungsi dan pencari suaka.113  
Selain hal tersebut diatas, dalam konteks perang Suriah, negara-
negara kaya hanya bersedia menampung sedikit dari jutaan pengungsi 
yang terusir akibat perang Suriah, dan melemparkan beban kepada 
negara-negara tetangga yang minim prasarana. Bahkan Rusia dan China 
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tak pernah sama sekali menawarkan tempat pemukiman kembali bagi 
para pengungsi Suriah.114 
Negara-negara pihak Konvensi 1951 sekiranya dapat mencontoh 
sikap Filipina yang selalu membuka pintu bagi para pengungsi dan 
pencari suaka, meskipun jumlah pengungsi yang mau menerima 
resettlement di Filipina sangat sedikit.115 
Pada umumnya, tindakan negara yang mengarah pada tindakan 
refoulement didasarkan pada prinsip kedaulatan negara. Negara sebagai 
subjek hukum internasional memilki berbagai hak dasar disamping 
kewajiban dasar yang diatur oleh hukum internasional. Kedaulatan dalam 
hubungan antar negara menandakan adanya kemerdekaan dan bebas 
menjalankan hak kedaulatannya untuk melaksanakan fungsi-fungsi 
negara tanpa campur tangan negara lain.  
Kedaulatan negara dapat diinterpretasikan sedemikian rupa, 
bahkan mampu menjadi suatu penyangkalan terhadap hukum 
internasional sebagai suatu sistem hukum yang mengikat bagi negara 
dalam hubungannya satu sama lain. Pada konklusinya, tidaklah 
mengherankan jika dalam dunia ilmu hukum internasional terdapat banyak 
pendapat yang menganggap kedaulatan negara sebagai suatu 
penghalang bagi pertumbuhan masyarakat internasional dan bagi 
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perkembangan hukum internasional yang mengatur kehidupan 
masyarakat internasional.116 
Prinsip kedaulatan merupakan suatu hak yang tidak dapat dicabut 
karena merupakan ciri hakiki yang harus dipunyai oleh setiap negara 
apabila negara itu berkeinginan untuk tetap eksis dalam pergaulan 
masyarakat internasional. Kedaulatan merupakan suatu ciri yang harus 
melekat pada negara.117 
Kedaulatan suatu negara akan selalu menggandeng kepentingan 
nasionalnya dalam eksistensinya. Konsep kepentingan nasional 
mengarah kepada tujuan kesejahteraan negara di dunia internasional, 
seperti memelihara dan menjaga interdependensi politik serta integritas 
teritori negara. Dalam praktiknya, kepentingan nasional seringkali bersifat 
kontradiktif. Disatu sisi, secara objektif bahwa kepentingan nasional bisa 
didefinisikan secara jelas dengan kriteria yang objektif dan cenderung 
konstan dari waktu ke waktu. Disisi lain, kepentingan nasional bisa 
diartikan subjektif, artinya kepentingan nasional selalu berubah mengikuti 
preferensi subjektif para pembuat keputusan. 
Dalam hubungan internasional, salah satu faktor terpenting dan 
mendasar yang mendorong sebuah negara melakukan interaksi adalah 
kepentingan nasional. Kepentingan nasional suatu negara dianggap 
sebagai salah satu alasan paling kuat untuk sebuah negara melakukan 
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interaksi dengan aktor-aktor lain dalam hubungan internasional. 
Kepentingan nasional sendiri diartikan sebagai alat untuk menjelaskan, 
membenarkan, menawarkan, dan menegur perilaku politik luar negeri 
suatu negara. Hal-hal yang terkait dalam  kepentingan nasional sering 
dilihat sebagai tujuan awal dari kebijakan luar negeri. 
Tiap negara mempunyai hak dalam penentuan sikap dan 
kebijakannya. Namun tindakan tak berperikemanusiaan seperti tindakan 
refoulement adalah sesuatu yang tidak sepantasnya dilakukan oleh suatu 
negara. Hal ini bukanlah persoalan pencitraan, tetapi merupakan bagian 
dari kepentingan tiap negara untuk memelihara dan mengatur hubungan-
hubungan yang bermanfaat dan merupakan kebutuhan dan kepentingan 
bersama.118 Kepentingan nasional tidak bisa didefinisikan secara sempit 
dengan cara mengabaikan kepentingan-kepentingan moral, religi, dan 
kepentingan kemanusiaan. 
Bagi Negara yang bukan merupakan pihak Konvensi 1951, 
kepentingan nasional yang ada hampir tidak pernah merespon 
permasalahan pengungsi, bahkan cenderung acuh dan menutup mata. 
Pemerintah Thailand dan Myanmar dengan kekuatan militer yang 
dimilikinya dengan tegas dan tak berperikemanusiaan melakukan tindakan 
refoulement, penyiksaan, dan tindakan buruk lainnya terhadap etnis 
                                                          
118
   Nur Ibrahim (wawancara). Loc Cit. 
 73 
Rohingya. Tindakan yang bermotif rasial ini pun terus dilakukan tanpa 
memperdulikan seruan dan kecaman masyarakat internasional.119 
Yurisdiksi negara dalam hukum internasional berperan penting 
dalam tiap-tiap negara. Dengan demikian, tiap negara berwenang untuk 
menentukan ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya terhadap suatu 
peristiwa, termasuk dalam menangani pengungsi dan pencari suaka yang 
masuk ke wilayahnya. Ketentuan-ketentuan yang dibuat seringkali 
melanggar hukum internasional dan hukum Hak Asasi Manusia. 
Sebagai organisasi tertinggi, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
sebenarnya dapat masuk dan memberi saran atau rekomendasi kepada 
negara dalam pengambilan kebijakannya, khususnya yang langsung 
menyentuh masalah hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana tertuang 
dalam Pasal 62 ayat (2) Piagam PBB: 
“Dewan tersebut dapat memberikan rekomendasi untuk tujuan 
meningkatkan penghormatan dan penghargaan atas hak-hak asasi 
manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua orang.” 
Dalam perkembangannya, kepentingan nasional suatu negara 
cenderung tidak sejalan dengan prinsip dan norma hukum internasional. 
Dalam praktek hukum internasional, tindakan refoulement merupakan 
contoh tindakan tidak terpuji dan sekaligus menunjukan pula betapa di 
dalam dominasi teori monisme dengan primat hukum nasional dapat 
ditafsirkan demikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai pelanggaran 
prinsip-prinsip umum hukum internasional dan hukum Hak Asasi Manusia. 
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Walaupun negara tersebut telah melakukan pelanggaran hukum, namun 
negara tersebut dapat melegitimasi pelanggaran tersebut dengan 
berbagai alasan maupun dengan membentuk produk hukum nasional 
yang membenarkan tindakan tersebut. 
Negara-negara yang melanggar hukum internasional dalam 
praktiknya tidak mengatakan bahwa mereka melanggar hukum karena 
hukum internasional tidak mengikat mereka berdasarkan asas Pacta tertiis 
nec nocunt nec prosun120 , namun mayoritas negara mematuhi hukum 
internasional mengingat jumlah pelanggaran yang terjadi jauh lebih sedikit 
dibandingkan dengan ketaatan yang terjadi. 
Hakikat mengikatnya hukum internasional sering dilihat dan 
dipandang melalui pendekatan tradisional, yaitu berupa pengkajian hukum 
internasional dengan melihat strukturnya yang dibandingkan dengan 
struktur hukum nasional. Kaidah-kaidah hukum internasional hampir 
secara eksklusif bersifat kebiasaan. Kondisi hukum internasional termasuk 
penegakannya sangat kental dengan pengaruh politik dunia yang sangat 
kuat. 
Pengingkaran pinsip non refoulement yang merupakan jus cogens 
menunjukkan dengan jelas bahwa politik ideologi suatu negara 
mendominasi kemauan akan ketaatan tehadap prinsip-prinsip hukum 
internasional. Selama berabad-abad masalah pengungsi ini hanya 
menimbulkan keprihatinan tanpa adanya upaya untuk melindungi secara 
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hukum baik status maupun hak-hak para pengungsi yang merupakan 
korban tindak kekerasan yang harus dilindungi hak-haknya. 
Perbedaan dalam pandangan hidup dan filsafat, perbedaan dalam 
pola hidup kebudayaan, dan perbedaan dalam sistem nilai yang dianut 
oleh suatu negara dalam memandang negara lain menjadi salah satu 
faktor dalam pengambilan kebijakan negara dalam penanganan 
pengungsi.  
Berdasarkan hal tersebut, prinsip Hak Asasi Manusia telah 
diterapkan pada setiap tahap siklus pengungsi, antara lain ialah sebab 
terjadinya arus pengungsi, menentukan kelayakan memperoleh 
perlindungan internasional, menentukan standar perlakuan di negara 
suaka, dan memastikan bahwa solusi dapat dipertahankan.121 
Sebagai bentuk akan pengakuan sebagai negara yang beradab, 
suatu negara tidaklah sepantasnya meletakkan masalah pengungsi 
sebagai masalah keimigrasian belaka, melainkan harus memperlakukan 
setiap pengungsi dan pencari suaka sebagai subjek hukum seutuhnya. 
Sebagai negara yang bukan merupakan pihak Konvensi 1951, 
Indonesia adalah contoh negara yang selama ini menaati prinsip non 
refoulement. Dasar atau alasan kemauan Indonesia menampung para 
pengungsi dan pencari suaka ialah karena Indonesia mendukung 
kemajuan Hak Asasi Manusia dan menjunjung tinggi praktik kebiasaan 
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internasional dan prinsip UDHR dan juga Konvensi-konvensi dimana 
Indonesia menjadi pihak, misalnya Convention Against Torture.122 
Indonesia sendiri belum memilki payung hukum yang langsung 
mengatur masalah pengungsi dan pencari suaka. Namun hukum nasional 
Indonesia sangat menjunjung tinggi penghormatan Hak Asasi Manusia. 
Bagi Indonesia, Konvensi 1951 kurang relevan dengan kondisi kekinian. 
Tindakan meratifikasi hanya akan menjadi tindakan kontraproduktif. 
Pemerintah Indonesia tidak mau kewajiban yang ada dalam konvensi 
justru malah membelenggu pemerintah.123 
Memperlakukan pengungsi dan pencari suaka secara manusiawi 
merupakan sebuah kewajiban internasional yang melekat kepada setiap 
negara yang menganggap mereka adalah bagian dari masyarakat 
internasional, terlepas apakah negara itu menjadi anggota dari organisasi 
internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau anggota 
organisasi internasional lainya, ataupun peserta atau bukan dari sebuah 
konvensi internasional. 
Beraneka macam dan berubah-ubahnya kepentingan negara 
sesuai dengan waktu dan tempatnya maupun situasi dan kondisinya, 
sangat menentukan kesediaan negara menaati hukum internasional 
maupun kesungguhan negara dalam menerapkan sanksi terhadap negara 
yang melanggar. Jadi, negara bersedia ataupun tidak bersedia menaati 
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hukum internasional, ataupun negara melanggar hukum internasional 
tidak terlepas dari faktor politik.124 
Dominannya faktor politik tentu saja tidak terlepas dari kedaulatan 
yang dimiliki atau melekat pada negara. Selama negara memiliki 
kedaulatan dan tidak ada lembaga atau badan supranasional yang berada 
diatas kedaulatan, selama itu pula eksistensi maupun penerapan hukum 
internasioal tergantung pada faktor politik.125 
Aplikasi penerapan prinsip-prinsip hukum internasional, seperti 
prinsip non refoulement sangat bergantung pada kemauan negara. Ada 
tidaknya kepentingan nasional suatu negara menentukan sikap negara 
dalam ketaatannya pada hukum internasional. Padahal jika setiap negara 
mematuhi setiap kaidah hukum internasional, tentunya akan meminimalisir 
terjadinya konflik yang nantinya menimbulkan desintegrasi antar negara, 
karena pada dasarnya hukum internasional ada untuk menjamin 
perdamaian dunia terutama dari ancaman perang. 
Kepentingan nasional merupakan unsur terpenting dalam 
mendorong sebuah negara melakukan interaksi. Kepentingan nasional 
juga menjadi salah satu alasan terkuat sebuah negara menjalankan dan 
memelihara hubungan internasional.  
Tindakan pengusiran pengungsi dan pencari suaka adalah tindakan 
nyata akan pelanggaran hukum internasional, sekaligus pengingkaran 
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akan komitmen masyarakat internasional dalam pemajuan Hak Asasi 
Manusia. Hal ini sekaligus menunjukkan pula bahwa kepentingan nasional 
suatu negara cenderung melanggar prinsip kemanusiaan. Namun, 
pelegimitasian tindakan negara seakan terus berjalan tanpa adanya 
sanksi yang jelas. Hal ini ditambah dengan tidak jelasnya aturan dan 
prinsip hukum internasional yang ada sehingga mendukung terjadinya 
berbagai penafsiran di lapangan dan mengakibatkan kurangnya kepastian 
hukum. 
Prinsip non refoulement yang merupakan dasar perlindungan 
pengungsi dan pencari suaka hingga saat ini seakan berjalan tertatih 
dalam penerapannya. Prinsip ini tidak lagi dilihat sebagai suatu kewajiban, 
melainkan hanya sebuah anjuran belaka. Dengan kata lain, penerapan 
prinsip non refoulement diletakkan pada kemauan negara apakah negara 
ingin menaati atau tidak prinsip tersebut. 
Kepentingan nasional negara merepresentasikan negara tersebut. 
Dalam banyak kasus konkret, beberapa negara akan langsung melakukan 
tindakan refoulement kepada pengungsi dan pencari suaka, beberapa 
membuat pembauran pengungsi, pencari suaka, dan imigran gelap, 
namun terdapat juga negara yang tetap menaati prinsip non refoulement 
sekalipun bukan merupakan pihak Konvensi 1951. 
Penerapan prinsip non refoulement yang bergantung pada 
kemauan negara dan kepentingan nasional suatu negara membuat hak-
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hak pengungsi dan pencari suaka sering kali dilanggar. Prinsip ini pada 
akhirnya terkesan hadir tanpa kekuatan mengikat.  
Dari sudut pandang negara penerima, arus pengungsian selain 
merupakan masalah kemanusiaan juga berdampak pada bidang 
keamanan, ekonomi dan keseimbangan sosial politik di negara tempat ia 
mengungsi. Masalah internal di suatu negara dan berkurangnya bantuan 
internasional bagi para pengungsi mengakibatkan semakin banyak negara 
menutup perbatasannya dari gelombang pengungsi dalam jumlah yang 
besar. Dapat dimaklumi bahwa arus pengungsi dalam jumlah besar dapat 
membebani perekonomian, mengubah keseimbangan etnis, menjadi 
sumber konflik, yang bahkan dapat mengakibatkan kekacauan politik 
tingkat lokal maupun nasional di suatu negara. Bahwa memang benar 
suatu negara berada dalam keadaan aman selama negara itu tidak dapat 
dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting atau 
vital. 
Pada umumnya, negara mematuhi hukum dan prinsip-prinsip 
internasional karena mempunyai kepentingan dan membutuhkan 
sosialisasi dalam masyarakat internasional. Jika diamati secara sepintas, 
kondisi ini disatu pihak menunjukkan adanya perkembangan yang 
mengarah kepada perbaikan dan peningkatan hubungan antar negara 
yang diharapkan akan menyejahterakan masyarakat internasional. Namun 
di lain pihak perkembangan ini juga menimbulkan kekhawatiran karena 
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hukum internasional itu belum tentu sejalan dengan sistem hukum 
masing-masing negara. 
Menempatkan hukum internasional dan hukum nasional tidak harus 
dalam perspektif hierarki satu dengan yang lain yang seolah melihat 
hukum internasional dan hukum nasional senantiasa berkonfrontasi atau 
bertentangan satu dengan yang lain. Dalam praktik sesungguhnya antara 
hukum internasional dan hukum nasional saling membutuhkan dan 
memengaruhi satu sama lain. Hukum internasional akan lebih efektif bila 
telah ditransformasikan ke dalam hukum nasional dan akan menjembatani 
ketika hukum nasional tidak dapat diterapkan di wilayah negara lain 
Namun kenyataannya, instrumen hukum internasional tidak cukup 
kuat mendorong perlindungan terhadap pengungsi. Ini disebabkan oleh 
perbedaan pijakan dasar asumsi antara kedaulatan hukum nasional dan 
hukum internasional. Hukum internasional terkesan tak dapat 
diaplikasikan jika bertentangan dengan hukum nasional suatu negara. 
Prinsip perlindungan hak asasi manusia bagi pengungsi sering 
dikesampingkan berdasarkan pertimbangan tentang kepentingan umum 
dan dan keamanan nasional. Namun pengecualian tersebut haruslah 
ditafsirkan dan dilakukan dengan sangat ketat. Pengecualian ini harus 
dilakukan dengan mempertimbangkan kesepakatan untuk melakukan 
penyelamatan dan sebagai tindakan terakhir yang dapat dilakukan 
negara. Dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan tindakan penyiksaan, 
tidak boleh dilakukan tindakan refoulement tanpa pengecualian. 
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Begitu kompleksnya persoalan pengungsi dewasa ini memaksa 
dunia dan masyarakat internasional mencari berbagai upaya baru dalam 
penanganan dan pemberian perlindungan kepada pengungsi. Salah satu 
upaya yang cukup efektif dilakukan ialah bahwa terhadap negara-negara 
yang memiliki persoalan besar berkaitan dengan pelanggaran 
kemanusiaan yang mengakibatkan pengungsian, diperlukan adanya 
tekanan dengan pendekatan regional yang lebih kontekstual dari sisi 
kultural dan sosial, supaya tekanan itu lebih berdampak 
efektif.  Kedekatan nilai-nilai kultural dan sosial tampaknya lebih 
membantu produktivitas dialog dan komunikasi antarnegara dalam 
mengatasi masalah kemanusiaan dalam suatu negara. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
1. Prinsip non refoulement sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 
Konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951 merupakan 
aspek dasar hukum pengungsi yang melarang negara untuk 
mengusir atau mengembalikan seseorang ke negara asalnya 
dimana kehidupan dan kebebasannya akan terancam. Prinsip non 
refoulement merupakan aspek dasar dari hukum pengungsi dan 
telah dikembangkan menjadi norma jus cogens dan kebiasaan 
hukum internasional sehingga prinsip ini harus tetap diterapkan di 
suatu negara dimana pengungsi mencari perlindungan, walaupun 
negara tersebut bukan merupakan negara peserta peratifikasi 
Konvensi 1951. Jika negara menolak memproses pencari suaka 
yang masuk ke negaranya, negara dapat menampung sementara 
untuk selanjutnya diserahkan pada UNHCR tanpa mengurangi hak-
hak yang melekat pada mereka yang telah diatur dalam hukum 
pengungsi internasional dan hukum Hak Asasi Manusia. Dalam 
menerapkan pengecualian akan prinsip non refoulement, negara 
harus benar-benar teliti dalam menentukan apakah pencari suaka 
yang masuk ke wilayahnya dapat mengganggu stabilitas keamanan 
dan ketertiban umum. 
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2. Mekanisme penanganan pengungsi pada suatu negara sangat 
tergantung pada cara pandang negara tersebut pada pengungsi. Di 
beberapa negara, persoalan pengungsi masih diposisikan dari 
sudut pandang imigrasi sehingga semata-mata hanya dilihat dari 
perspektif keimigrasian. Kepentingan nasional cenderung tidak 
sejalan dengan prinsip dan norma hukum internasional. Dalam 
praktek Hukum internasional, tindakan refoulement merupakan 
contoh tindakan tidak terpuji dan sekaligus menunjukan pula 
betapa di dalam dominasi teori monisme dengan primat hukum 
nasional dapat ditafsirkan demikian rupa sehingga dapat dipandang 
sebagai pelanggaran prinsip-prinsip umum hukum internasional dan 
hukum Hak Asasi Manusia. Walaupun negara tersebut telah 
melakukan pelanggaran hukum, namun negara tersebut dapat 
melegitimasi pelanggaran tersebut dengan berbagai alasan 
ataupun dengan membentuk produk hukum nasional yang 
membenarkan tindakan tersebut. 
 
B. SARAN 
1. Seharusnya PBB melaui UNHCR lebih aktif dalam mempromosikan 
prinsip non refoulement ke negara-negara, baik yang merupakan 
negara pihak maupun bukan pihak Konvensi 1951. 
2. Prinsip ini janganlah hanya diartikan sebagai norma yang bersifat 
regulasi saja. Negara sebagai anggota masyarakat internasional, 
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dengan alasan apapun tidak dapat menyimpangi norma hukum 
internasional yang memiliki karakter sebagai jus cogens ini. 
3. UNHCR diharapkan dapat mengeluaran interpretasi yang jelas 
mengenai prinsip non refoulement agar tercipta keseragaman 
dalam pengaplikasiannya. 
4. Tiap negara seharusnya tidak begitu saja mengeneralisir setiap 
pendatang asing sebagai illegal migrant dan bahkan mengusir 
setiap orang asing tanpa dokumen lengkap yang masuk ke 
wilayahnya, melainkan harus mempertimbangkan berbagai hal, 
khusunya aspek kemanusiaan. 
5. Bagi para akademisi dan para peneliti untuk selalu meninjau dan 
memberikan perhatian yang serius mengenai permasalahan status 
dan perlindungan pengungsi mengingat kompleksitas dari 
perkembangan dunia di era globalisasi yang menyebakan para 
penduduk mengungsi.  
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